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PEDOMAN TRANSLITERASI
Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak
terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata
asing ditulis(dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman
transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman

transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab daransliterasinya ke dalam huruf Latin dapat

dilihat pada tabel berikut:

Arab Indonesia Arab Jndonesia
a 0

a B o 0
C T o} 0
e Th + Gh
é ] U f

é N a Q
e kh a K

i d U L

i dh y m
i r b N

i z A w
o} S y h

i sh b 0

o A A y
o] VI

Vi




Hamzah () yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika hamzahtérletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan

tanda (06) .

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab,seperti vokal bahasa Indonesia,tatdgivokal tunggal

atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,

transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
& Fatah A A

& Kasrah [ I

é Y ammah U U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
& Fatiah dan ya Ai Adan |
@ FatMah dan wau | Au Adan U
Contoh:
i kaifa
@k : haula
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C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan

huruf,transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Nama Huruf dan| Nama

Huruf Tanda

A G- | Fadah dan aliff U a dan garis di atas
atau ya

Al Kasrah dan ya| Q i dan garis di atas

A ¢- Yammah dani u dan garis di atas
wau

Contoh:

(0 mUt a

(s :r amU

cE cyami t u

D.. TA MARBH

Transliterasi untuk a  niahada Hua, yaitt: a  niahyand hidup atau
mendapat harkat féah, kasrah, darMammabh, transliterasinya adalah [t].
Sedangkart a  niahrydn§ mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah [h].
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Kalau pada kata yang berakhir dengaa  niahrditkdti oleh kata yang
mengyunakan kata sandang- alerta bacaan kedua kata itu terpisah, miaka

ma r iahitu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

173 927 :raul ah akaif Ol

[ e ra-ma d o n-al® | ah

GC&a - al-Gkmah

E. SYADDAH (TASYPOD

Syaddahataut a s yamdddlam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda a s y(gdalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan

huruf (konsonan ganda) yang diberi tasgiaddah Contoh:

V.3 :rabbanU
P % 'najjainU
BB - al-Gagq
] - al-Ghjj

%”
>
c
(@)}
(@)}
3
Q

:6aduwwu

&



Jika hurufa ber t a s ydida&hit sebuah kata dan didahului oleh huruf

berharkat kasrak)maka ia ditransliterasi seperti humbddah( ¢ ) . Cont o h:
e L A | (Hukand A | dtaydyA)l y
N 6 Ar @ukgnd Ar adiauyArJa by

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengary hatiéif

l am madari fah). Dalam pedoman translitere
biasaal-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf gamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis

mendatar-). Contohnya:

lgtém . al-syamsy(bukanasy-syamsi

: al-zalzalah(bukanazzalzalal)

&®  :al-falsafah

K cal-bi | Odu



G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah men
hamzah yang terletak di tengah ddahir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal

kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

@'; 'syai 6un
@& - umirtu

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM

BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bhad@sasia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (d&&@Q u r § $limnah, hadis, khusus
dan umum. Namun, bila katata tersebut menjadi bagian dari satagkaian teks

Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fd | GQuradUn

Al-Sunnah gablal a d wo n
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Al-61 bUOr Ot Aafbl 60U nbli ial-kakiab
. LAFGAL-J AL ULMAH

Kata #fAAll aho yang di djarhdanl hurif laiprga t i k el
atau berkedudukan sebagail U f  i(flasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf

hamzah. Contoh:
&b :donul | Oh

Adapunt a niahditakhir kata yang disandarkan kepdaf@al-j a | Ul a h

ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:
G@e hum Gnatial Oh
J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapAdll Cap9g, dalam
transliterasinya hurufhurukrsebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang,
tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaam&alBila nama diri didahului
oleh kata sandang (xl maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal
nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal
kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakankiaprtel (Al-

). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang
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didahului oleh kata sandang-,abaik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam

catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:
Wwa m@ Mwmadun i1 10 rasfl]l
Inna awvala baithnwdi 6 a | i nnUsi | all alUOd bi Bakkat
SyahruRamiddn -lal09 un@Qud &Uf o0h al
Naf r-Da h- Tasl

Abl rdl&Ear Ub 9

Al-Ga z UM nAli O ai Bl al
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ABSTRAK

Saydatin Ainufriya, NIM 19210007, 202®enyediaan Ruang Laktasi Di Fasilitas
Publik (Studi Di Stasiun Kelas Il WIingi Kabupaten Blitai$kripsi
Program Studi Hukum Keluarga lslam. Fakulbag ar i 6 ah. Uni ver si
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing: Miftahus Sholehuddin, M.HI

Kata Kunci: Menyusui; Ruang laktasi; Stasiun kereta api

Stasiun kereta api merupakan salah satu kategori tempat sarana umum
mempunyai tanggungwab mendungkung program pemberian air susu eksklusif
yang sudah dirancang oleh pemerintah. Salah bentuk dukungan yang dimaksud
yakni dengan menyedikan fasilitas khusus ibu menyusui atau ruang laktasi pada
stasiun kereta api. Seperti yang sudah diaturepetah dalam Undargndang
Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 128, Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu
Ibu Eksklusif,Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia NomorHita
2013 tentang Tata cara Penyediaan Fasilitas Khusus Ibu MenyusUARan
Memerah Air Susu Ibu.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris menggunakan
pendekatan penelitian sosiologi hukum. Sumber data yang digunakan peneliti
terdapat dua macangakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun
dalam data primer diperoleh melalui wawancara. Sedangkan data sekunder berasal
dari Peraturan pendangundang, buku yang relevan, junal, skripsi, dan rujukan
yang relevan. Dalam mengolah data gdégnmenggunakarediting, classifying,
verifying, analyzing, concluding.

Berdasakan hasil penelitian, peneliti mendapatkan kesimpulan bphez:
Stasiun kelas 1l WIlingibelum menerapkanPeraturan Menteri Perhubungan
Republik Indonesia Nomor PM 3@ahun 2019 Tentangtandar Pelayanan
Minimum Angkutan Orang Dengan Kerefgi. Stasiun kelas Il Wlingbelum
menyediakan fasilitas ruang laktasi walaupun digunakan tempat pemberhentian
seluruh kereta apiarenakurangnya pengetahuan pegawaengenai aturan yang
berlaku, keterbatasan ruang/tempabih fokus pada fasilas publik selain ruang
laktasidiantaranyalua ruang tunggu yang dipisah antara penumpang yang hendak
naik kereta api serta penumpang yang turun dari keretdiggifoilet erpisah
anatara toilet warst toilet pria serta toilet disabilitasetak tiket mandiri, kotak
P3K(Pertolongan Pertama Kecelakaan), tabung oksigen, area khusus merokok,
serta tempat parkiKkemudian setelah dikaji menggunakan teori efektivitas hukum
Lawrance M. Friedmanpada $asiun kelas 1l Wlingi belumefektif dalam
penerapannyk&arenayang sudah memenuhi unsur efektif terdapat pada substansi
hukumnyadan budanyaedangkan dalam unsur struktur huko@ium sesuai.
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ABSTRACT

Saydatin AinunFiya, NIM 19210007, 20Benyediaan Ruang Laktasi Di Fasilitas
Publik (Studi Di Stasiun Kelas Il WIingi Kabupaten Blitai$kripsi
Program Studi Hukum Kelwuarga | sl am.
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Advisor: Miftahus Sholehuddin

Keywords: BreastfeedingNursaryRoom; TrainStation

The train station is one of the categories of public facilities that have a
responsibility to support the exclusive breastfeeding program designed by the
government. Onform of support is by providing special facilities for breastfeeding
mothers omursaryroons at train stations. This is regulated by the Indonesian
Republic Law Number 36 of 2009 on Health, Article 128, the Indonesian Republic
Government Regulation Numb8B of 2012 on Exclusive Breastfeeding, and the
Indonesian Republic Minister of Health Regulation Number 15 of 2013 on the
Procedures for Providing Special Facilities for Breastfeeding Mothers and/or
Expressing Breast Milk

This study is an empirical legedsearch using a sociological legal research
approach. The researcher used two types of data sources, namely primary data
sources and secondary data sources. The primary data was obtained through
interviews, while the secondary data came from relevaat fegulations, journals,
theses, and relevant references. The researcher processed the data by editing,
classifying, verifying, analyzing, and concluding

Based on the research results, the researcher concluded that at Wlingi Class
Il Station has not implemented the Regulation of the Minister of Transportation of
the Republic of Indonesia No. PM 36 of 2019 concerning Minimum Service
Standards for the Transport of People by Train. Class Il Wlingi stations Not yet
implemented nursary rooms evérough they use all train stops due to lack of
employee knowledge regarding applicable regulations, limiting space/places,
focusing more on public facilities other than lactation rooms including two separate
waiting rooms for passengers who want to badel train fire and passengers
getting off the train, three separate toilets including women's toilets, men's toilets
and toilet disturbances, s¢itket printing, first aid kits (First Aid for accidents),
oxygen cylinders, designated smoking areas, amkingalots. Then, after being
studied using Lawrance M. Friedman's theory of legal effectiveness at Class Il
WIingi Station, it is not yet effective in its application because what has fulfilled
the effective elements is found in the substance of therawhe culture, while the
elements of the legal structure are not yet in accordance

XXii
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakarbagian yang tidakerpisah dari sosok seorang .ibAnak
merupakan darah daging dari kedua orang tuanya. Seorang anak mempunyai hak
yang merupakan kewajiban dari kedua orang tuanya utamanya dari seorang ibu.
Seorang ibu mempunyai peran yang sangat besar dalam hal ketenigeny
generasi dan kehidupan seperti seorandghéous memperhatikan anak secara baik
mengenai tumbuh dan kembangnya agar anak tersebut sehat d&nBlasat.
dilakukan sejak dindengansalah satunygaitu memenuhihak anakdalam segi
pemberian air susibu (ASI) eksklusif. ASI adalah hak setiap an&eorang
anak/bayberhak mendapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif sejak dilahirkan selama
6 bulan sebab air susu ibu satu satunya makanan yang paling baik untuk bayi dengan
komposisi gizi terlengkap guna pembuhan serta perkembangan Hayi.

Allah sudahmemerintahkan kepada setiap ibu agar menyusui-anak

mereka hingga umur dua tahun. Seperti yang sudah tertera dalam-Be§afdh

ayat (233)

2 Adil Fathi Abdullah,Menjadi Ibu Dambaan Umdflakarta: Gema Insani, 2002%

8] Ketut Rai Setiabudhi Ni Putu Rosita Novanda, 0

Anak Selama Waktu Kerja Di Tetpat Kerja Bagi
4G Rai UtamaMeiandarj i Hu b u n g a keluddga Rarhada@Keberhasilan Pemberian ASI
Eksklusif Pada | bu Menyusui Di Desa Pohsant en
(Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, 200D)

Pek

Kec:
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Artinya:

flbu-ibu hendaklah menyusui anakaknya selama dua tahun penuh, bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan
dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali
sesuai dengan kemampuannya. Janganlahrasgo ibu dibuat menderita
karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.
Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada
dosa aas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang
lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjaka®

Sdain itu terdapat hadiyang diriwayatkan olehmam Bukhori mengenai
pemberian ASI

Artinya:

fiTelah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Maryam tet@mceritakan

kepada kami Abu Ghassan dia berkata; telah menceritakan kepadaku Zaid

bin Aslam dari Ayahnyadattmar bin Khattab R. A berk
shallall ahu 6al ai hi wasallam pernah
Ternyata dari tawanan tersebut terdapaosang perempuan yang bisa

menyusui anak bayi. Jika dia mendapati anak kecil dalam tawanan tersebut

5 Lajnah Pentashihan Mushaf-@ u r 6Afguran,https://quran.kemenag.go.id/.



maka dririnya akan mengambi; dan menyusuinya. Lalu Nabi SAW bersabda

kepada kami: AMenurut kal i an, apkah p
anaknya kedalam agelama ia masih sanggup menghindarkannya dari api
tersebut. o6 Lalu beliau bersabda: 60Sung

hambaNy a mel ebi hi kasi h saying(HRer empua
Imam Bukhori: 55%

United Childrens FundUNICEF) danWorld Health OrganizatiofWHO)
merekomendasikan pemberia8l kepada anak selama paling sedikit enam bulan
(asi eksklusif). Hal demikian didukung atas pernyataan UNICEF yang menjelaskan
bahwa 30.000 kematian bajiiindonesia dan 10 juta kematian anak balita di dunia
pada tiap tahunnydapat diegah dengan membeaikASI eksklusif selama ena
bulan sejak anak tersehditahirkan tanpa memberi makanan atau minuman yang
lainnya’

Pemerintah Indonesimengeluarkan berbagai aturan perundandangan
guna mendukung dan melindungi pelaksanaan pemberian air susu ibu. Hal tersebut
menjadi salah satu cara untuk mengurangi angka kematian anak selain itu sebagai
bentuk perlindungan kepada sang ibu dalam meikdoerASI Eksklusif dan

pemenuhan hak anak guna mendapaf@heksklusif.

Adapun peraturan mengenai pemberia8l terhadap Undantyndang
Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang keseRatsel 128 Ayat (P)
menyelutkan:

fiBahwa setiap bayi berhak naapatkan air susu ibu (ASI) eksklusif sejak

dilahirkan selama enam bulan kecuali atas indikasi medis, selama
pemberian asi pihak keluarga, pemerintah, pemerintah daerah, dan

fLi sant o, iTerjemahan Shahih Bukhori, o Laduni . id,
https://www.laduni.id/kitab/detail/kitakerjemaharshahikbukhori.
"Mi na Santi, fAUpaya Peningkatan Cakupan ASI Ekskl

Jurnal Kesmas Indonesi@ (2017) 79-80.



masyarakat harus mendukung ibu bayi secara penuh dengan penyediaan
waktu dan fasitas khusus.

Selanjutnyaermuat dndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
tentang kesehatdPasal 128 Ayat (I)ahwa

AnPenyediaan fasil it a%erjkdarutempat sadahaa d a k a n

umuno.@

Pemerintah terus melakukgeningkatardan evaluasi terkait pengaturan
tentang pemberian ASI eksklusif guna terlaksana dengan baik. Hal tersebut
dibuktikannya dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia nomor 15 tahun 2013 tentang tata cara penyediaatagakhiusus
menyusui atau memdr@SI. Yang secara umum muatan dalam peraturan menteri
tersebut tidak jauh berbeda karena tetap mengacu padaraergperundang
undangan yang telah ada sebelumnya. Peraturan pemerintah inipun menjadi
pelengkap guna mengatpenyediaan fasilitas khusus menyusui atamorapa
ASI atau biasa dikenal dengan sebutan ruang laktasi. Seperti yang sudah dijelaskan
diatas bahwa ruang laktasi harusnya juga harus disediakan ditempat umum
dikarenakan demi kenyamanan, kebersihan serta keanyang mana hal tersebut
menjadi unsur penting yang harus diperhatikan saat seorang ibu hendak menyusui
bayinya ataupun hanya inginemompaASIinya®

Tempat sarana umum enurut PeraturanMenteri Kesehatan Republik

Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 Tentanta teara penyediaan fasilitas khusus

8 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, n.d.

Rahmat Jazul i Nuri kah, Ri ezky Dihita Riani, inKet e
ModernCentral Park Mall Jakarta Sebagai Wujud Pemenuhan Hak Anak Atas ASI Eksklusif

Berdasarkan Permenkes RI Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyediaan Fasilitas Khusus
Menyusui Dan/ At ¥ustisiMEirtayasaalbrnalAT8das Akl#n(2022).



menyusui dan/atau memerah air susu Hasal 1 Ayat (6) yakni sarana yang
diselenggarakan oleh pemerintah / swasta atau perorangan yang di gunakan bagi
kegiatan masyarakét.

Adapun nacammacam tempat saranan umum mentr Peraturan
Pemerintah Bpublik IndonesiaNomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air
Susu lbu Eksklusif Pasal 32 yakni fasilitas pelayanan Kesehatan, hotel dan
penginapan, tempat rekreasi, terminal angkutan darat, stasiun kereta api, bandar
udara, Pelabuha laut, pusapusat perbelanjaan, Gedung olahraga, lokasi

penampungan pengungkin tempat saranan umum lainiya.

10 peraturan Menteri Kesehatan Nonmi&rTahun 2013 Tetang Tata Cara Penyediaan Fasilitas
Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu lbu, n.d.
11 peraturan Pemerintah RI Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif, n.d.



Tabel 1.1
Peraturan Perundang-Undangan

No Peraturan Perundang Pasal Isi
Undangan
1 | UndangUndang Republik | 128 | (1) Setiap bayi berhak

Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 Tentang Kesehatan

mendapatkan air susu ibu
eksklusif sejak dilahirkan
selama 6 (enam) bulan, kecug
atas indikasi medis.

(2) Selama pemberian asir susu
ibu, pihak keluarga,
pemerintah, pemerintah daeré
dan masyarakat harus
mendukung ibu bayi secara
penuh dengan penyediaan
waktu dan fasilitas khusus

(3) Penyediaan khusus
sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diadakan di temat
umum dan tempat sarana
umum

Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2012 Tetang
PemberiarAsi Eksklusif

32

Tempat sarana umum sebagaimi
dimaksud dalam Pasal 30 terdiri
atas:

Fasilitas pelayanan kesehata
Hotel dan penginapan
Tempat rekreasi

Terminal angkutan darat
Stasiun kereta api

Bandar udara

Pelabuhan laut
Pusatpusatperbelanjaan
Gedung olahraga

Lokasi penampungan
pengungsi dan

k. Tempat sarana umum lainnyg

Se@meooTy

— —

Peraturan Menteri

Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun
2013 Tentang Tata Cara

Penyediaan Fasilitas Khust

(6) Tempat sarana umum adalah
sarana yang diseenggarakan ole
Pemerintah / swasta atau
peroranan yang digunakan bagi
kegiatan masyarakat




Menyusui Dan/ Atau
MemerahAir Susu lbu

Stasiun kereta api menurut perundamglangan di atas termasuk kedalam
tempat sarana umurselain itu stasiun kereta api merupakan tempat para
penumpang dan barang bisa raikun untuk memakai sarana transportasi kereta
api'? Di Indonesia sendiri kereta api dinaungi oleh perusali®BErKereta Api

Indonesia (Persero)

Dalam mendukung program péerian ASI eksklusfiPT Kereta Api
Indonesia (Perser@udah mempunyai aturan mengenai penyediaan ruang laktasi
yakniPeraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar
Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Jgua angkutan ketia api
merupakan transportasi umum yang sangat diminati oleh masyarakat karena sangat
efektif dan efisiersepertimengurangi kemacetan, tepat waktu, ekonomis, nyaman,
aman, dapat mengangkut lebih banyak penumpang dari pada jasa transportasi
umum lainnya.Pada Daerah Operasional (Daop) 8 Surabaya di Stasiun WIingi
banyak penumpang naik dan turun dari kereta, sehingga menjadi titik
berkumpulnya orang karena stasiun tersebut menjadi tempat pemberhentian dan
keberangkatan semua kereta api dari keagiacommuer line penataran yang
rutenya Surabaya Blitar Via Malang, keredpi jarak jauh seperti gajayana,

malabar, brawijaya&ertanegara, matarmaja, majapahit, dan malioboro serta kereta

12 Siti Fatimah Pengantar TransportagPonorogo: MyriaPublisher, 2019)37.



barang Selain pemberhentian dan keberangkakameta di StasiuWlingi juga

melayani pembelian tiket go show

Rumusan Masalah

. BagaimanaimplementasiPermenhub RNo. PM 63 Tahun 2019 Tentang

Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Keretap@phal
penyediaan ruang lakt&si
Bagaimana implementapenyediaan rang laktasidi Stasiunkelas 11 WIingi

perspektifteori efektivitas hukunbawrence M. Friedmaf

Tujuan Penelitian

. Mengetahuiimplementasi Permenhub Rl No. PM 63 Tahun 2019 Tentang

Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api perihal

penyediaan ruang laktasi

. Memahamiimplementasi penyediaan ruang laktasi di Stasiun kelas Il Wlingi

perspektif teori efektivitas hukutmawrence M. Friedman

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara teoritis dan praktis.

Adapun manfaat penelitian ini yakni:

1.

Secara Teoritis

a. Sebagai sumber pengetahuan dalam bidang kebijakan pemerintah melalui
proses berjalannya program ASI eksklusif.

b. Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan sebagai bahan rujukan atau

refrensi bagi penelidpeneliti selanjutnya.



2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk melakukan perbaikan
atas kekurangarkekurangan yang ada serta bisa memberikan sumbengsih
pemikiran untuk menjadi rujukan bahan penyusun dalmengembangkan
kebijakankebijakan pemerintah guna meningkatkan pemenuhan hak anak berupa
ASI eksklusifpadafasilitas publk khususnya pada stasiun.
E. Definisi Operasional

Adanya definisi operasional mempunyai tujuan guna menjelaskan variablel
variabel pendiian yang terdapat dalam judul penelitian. Berikut penelasan istilah
yakni:
1. Anak

Menurut WHO World Health Organization Anak balita merupakan
kelompok analkdengan rentangsia 360 bulan Pada fase ini anak mengalami
proses tumbuh dan kembang yang pdsaingi perubahan yang membutuhkan-zat
zat gizi dengan jumlah lebih banyak seta kualitas yang tinggi dari pada umur
diatasnyd? Zat gizi dan nutrisi yang sangat baik, lengkap dan sangat dibutuhkan
pada air susu ibu. Selain itu, manfaat ait susu ibu dagk balita diantaranya
menurunkan resiko kematian, meningkatkan perlindungan terhadap penyakit,
alergi, menghemat pengeluaran keluarga, meningkatkan kedekatan antara ibu dan
anak sehingga pemberian asi sangatlah penting dan dilindungi oleh peraturan

perurdangundang di Indonesi¥.

13 putri Ariani, llmu Gizi Dilengkapi Dengan Standar Penilaian Status Gizi Dan Daftar Komposisi
Bahan MakanaifYogyakarta: Nuha Medika, 201,22

14 Syafirudin,Untaian Materi Penyuluhan KIA (Kesehatan Ibu dan Ar{dkkarta: CV. Trans Info
Media, 2011) 15
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2. Ruang Laktasi

Menurut kamus besdrahasa Indonesiauang laktasi merupakan ruangan
khusus yang digunakan ibu untuk menyusui baythgelain itu ruang laktasi
adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusuedaarah air susu
ibu (ASI) yang digunakan untuk menyusui balita, noenpaASI, menyimparASI
perah, dan konseling menyus®i.
3. PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya

Merupakan perusahaan usaha milik negara yang menyelenggarakan jasa
angkutan kera api berupa angkutan penumpang dan barang di daerah operasional
Surabaya. Meliputi Surabay&ota, Surabaya Gubeng, Wonokrgm@aru,
Gedangan, Sidoarjd,anggulanginPorong,Bangil, Sukorejo,Lawang,Singosari,
Blimbing, Malang, Kepanjen,Sumberpucung,WIlingi, Boharan,Krian, Tarik,

Mojokerto, SurabayaPasarTuri, Kandangan,.amonganBojonegoro daifobo?’

F. Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan adalah susunan kronologi mengenai rencana pegetiian
mempermudah pembahasan dalam skripsida 5 babyakni :

BAB | Merupakan bab pendahuluan yang mencakup latar belakang masalah
yang menggambarkan mengenai apa yang mendasari diambilnya judul tersebut

sebagai penelitiarRumusan masalah, yang diambil dari judul penelifiafjuan

15 Kamus Besar Bahasa Indonegiakarta: Gramedia Pustaka Utama, 20080

pPemerintah Kota Malang, #fAPerlunya Ruang Lakt asi
Malang, 2021.

YKeputusan Direktur Jen d-DXAG7Hahunke28 EctargSmikan No mor
Pejalanan Kereta Api Pada Jaringan Jalur Kereta Api Nasional Di Jawa Tahud&8a(
KementeriarPerhubungan Direktor Jenderal Perkerertaapian).
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penelitian yang menjabarkan tujuan peneliti mengenai hasil penelitian yang sudah
dirumuskan dalam rumusan masal®anfaat penelitian, hasil dari peneliti yang
hendak diberikan dalam penelitian tersebbDefinisi operasional,penjelasan
penulisan yang sulit dipahanmsghingga perlu diberikan penjelasan agar dapat
dipahami. Penelitian terdahulu, yang memiliki kaitan dengan judul penulis dan
digunakan untukmembandigkan judul penelitian. Kerangka tearnumnya
diturunkan dari beberapa teori ataupun konsep yang relevaardpegnasalahan
yang diteliti hingga terciptanya asurasumsi yang berbentuk kerangka berfikir
yang diteliti.

Metodologi penelitian yakni suatu metode yang digunakan peneliti guna
meneliti yang berubungan dengan judul penelitian. Sistematika penulissmali
peneliti membuat argument dari sub bab agar mempermudah pembahasan yang
diteliti.

BAB Il Memuat mengenapenelitian terdahullbeserta kajian pustaka.
Penelitian terdahulu yakni penelitian yang sudah dilakukan peneliti sebelumnya,
penelitianterdahulu harus saling terkait dengan penelitian yang diteliti. Sedangkan
kajian Pustaka memuat teori yang dipakai untuk landasan dalam mengkaji serta
menganalisa permasalahan yang hendak dibahas dalam penelitian. Dalam
penelitian ini menggunakan teddai yang terkaitan dengan rumusan masalah
yang diteliti dengan menggunakan rujukan seperti buku, undadagng, jurnal
serta skripsi

BAB Il Memuat mengenai penjelasan metode penelitian yakni

menggunakan metode penelitian hukum empiris serta pendegatabkatan



12

sosiologi hukum lokasi yang akan diteliti pada penelitian ini memilih lokasi di
Jalan Stasiun WIingi, Beru, Kecamatan WIlingi, Kabupaten Blitar (66184).
Pengumpulan data pada penelitian ini mengunakan sumber data primer berupa
observasidan wawancar serta dalam pengumpulan data sekunderUtzdang
Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang KeselRateaturan
Penerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi EksklBgifaturan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahur8 Zntang tata cara
penyediaan fasilitas khusus menyusui atau memerahsaga buktbuku terkait
lainnya Kemudian gngolahan data yang digunaletditing, classifying, verifying,
analyzing, concluding

BAB IV Memuat mengendiasil penelitian dan pembalaas Pada bab ini
peneliti membahas mengenai hasil dari penelitiannya mengenai penyediaan ruang
laktasi di fasilitas publik khususnya pada lingkup staiun dengan menganalisis data
data yang sudah diperoleh baik dari data primer ataupun sekunder

BAB V Merupakan bab terakhiyang memuat kesimpulan dan saran.
Kesimpulan tersebut sesuai dengan semua hasil kajian penulis dari bab pertama
hingga bab akhir. Saran berisi menggraidangan konsep ruang laktasi di fasilitas

publik khususnya pada stasiun kelas Il Wlingi kabupatenrBlita



BAB I

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan pengamatan serta penelusuran penulis sejauh ini, terdapat
beberapa karya yangnembahas mengenai ruang laktasi yang memepunyai
hubungan dengan judul penelitian penulis. Adapun kkayga sudah dibahas yang
mempunyai hubungan dengan judul penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi Fitri Sahrija Aini Pohan, UIN Sumatra Utarahlin 2021 yang berjudul
AAnalisis | mplementasi Kebijakan Penyed
Fair Kota Medano. Ha s iehairdaaglaktaspdeplazal i t i an
medan fair kota medan yakni bahwa sikap pemimpin mall mendukung adanya
kebijakan ditandai dengan adanya ruang laktasi di mall tersbeut sejak tahun
2004 walaupun tidak sesuai dengan pedoman hukum berserta dasar hukum yang
mengatur menganai kebijakan ruang laktasi di tempat umum.

2. Skripsi Erlia Feranda Suparman, Universitas Bhakti Kencana Tahun 2019 yang
berjudul AHubungan Pemanf aat an Ruang
Pemberian Asi Ekskl usi f Pada | bu Beker
penelitian érsebut peneliti meneliti mengenai hubungan pemanfaatamg
laktasi dengan keberhasilan pemberian ASI Eksklusif pada ibu bekerja. Hasil
dari penelitian tersebut yakiebih dari setengah (63,3%) atau sebanyak 19.000
ibu belerja memanfaatkan ruang laktasin sebagian besar (83,3%) kebanyakn

ibu bekerja memberikan asi eksklusif dan peneliti memberikan saran agar PT

12
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Pindad (Persero) harus meningkatkan dukungan terhadap pemberian asi
eksklusif dengan menambah ruang laktasi serta memperbaiki sarananya agar

sesuai dengan Permenkes Rl Nomor 15 Tahun 2013

. Skripsi Muhamad Irwanto, Universitas Islam Negeri Tulungagung 2020 yang
berjudul AfKetersediaan Ruang VLaktasi F
Kabupaten Bl itar o. tPesedmnyap ejoae | gurtai an t
mergetahui ketersediaan ruang laktasi pada kantor pelayanak kaiblipaten

blitar berdasarkaReraturaMenteriKesehatan RepublikhdonesiaNomor 15

Tahun 2013serta guna mengetahui ketersediaan ruang laktasi pada kantor
pelayanan pubk di kabupaten blitar berdasarkan hukum islaBalam

penelitian tersebut menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis

penelitian lapangan.

.Jurnal dar i Ahmad Yasin dkk tahun 2021

Dan Pengetahuan Tentang ASI EkskluB#&da Remaja Dan Ibu Dengan
Penyul uhan Sert a Pembent ukan Kader Me
Tujuan penelitian tersebut meningkatkan cakupan ASI ekskluRifV 01 Desa

Citaringgul. Berdasarkan penelitian tersebut ibu di Desa Citaringgul
memberikan ASI eldusif kepada anaknya sebesar 26,7% serta faktor terbesar

tidak memberikan ASI eksklusif karena produksi ASI bermasalah.

.Jurnal Amalia Safitri, Dwi Anggraini ta
Pemberian Asi Ekskl usi f Danersébetung akanny
mengetahui upaya yang dilakukan dalam meningkatkan pemberian ASI

eksklusif dan mengkaji ulang kebijakan yang sudah dilakukan ileh pemerintah.
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Hasil dari penelitian tersebut yakni aspek pengetahuan ibu merupakan faktor
yang sering mempengdrupemberian ASI eksklusif serta cara yang sering
dilakukan melalui konseling, pendamping pihak keluargadan hipnolaktasi.
Dalam kebijakan pemerintah didapatkan bahwa pemerintah sudah membuat
peraturan guna mendukung pelaksanaan pemberian ASI eksklusifesdain

tidak semua pemerintah daerah melaksanakan kebijakan tersebut serta belum

adanya sanksi bagi pelanggar.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No | PENELITIAN PERSAMAAN PERBEDAAN
TERDAHULU
1 | Skripsi Fitri Sahrija Keduanya Perbedaan daj
Aini Pohan UIN | membahas penelitian terdahull
Sumatra Utarg mengenai yakni
Tahun 2021 yan( penyediaan ruan - Menggunakan
berjudul |laktasi ditempai pendekatan
Implementasi umum deskriptif dan desail
Kebijakan feromenologi
Penyediaan Ruan - Fokus pembahasg
Laktasi Di Plaza mengenai
Medan Fair Kots kesesuaian ruan
Medano laktasi di plazg
medan fair sudal
sesuai denga
standart yang tela
ditentukan olel

Peraturan Menter
Kesehatan Nomg
15 Tahun 201z
tentang Tata Car
Penyediaan Fasilit
Khusus Menyusu
Dan/ Atau Memeralt
Air Susu lbu Pasal

10.
2 | Skripsi Erlia| Sama sami Pada penelitiar
Feranda Suparmal membahas terdahulu

Universitas Bhakt| mengenai
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Kencana Tahut
2019 yang berjudu
AHubungan
Pemanfaatan Ruar
Laktasi Dengar
Keberhasilan

Pemberian As
Eksklusif Pada bt
Bekerja Di PT
Pindad (F

pemanfaatan
ruang khusus
menyusii  guna
keberhasilan
pemberian ASI
eksklusif diluar
rumah

- jenis penelitian yan(
digunakan
menggunakan jeni
penelitian kuantitati
dengan
menggunakan
rancangan penelitia
analitik dan desail
Cross Sectional

- Fokus pade
keberhasilan
pemberian as

ekslusif  ditempa
kerja.

- Objek penelitian
berada di tempg

kerja (Pabrik)
Skripsi  Muhamag Persamaannya: | Pada penelitial
Irwanto, - Lokasi berade terdahulu

Universitas Islam
Negeri

Tulungagung 202(
yang berjudul
AKeter sed
Ruang Laktasi Pad
Kantor Pelayanal
Publik Di
Kabupaten

di Kabupetan
Blitar

- Menggunakar
jenis
penelitian
hukum
empiris
dengan
pendekatan
sosiologis

- Hanya fokus padi
satu peraturan saji
yakni  berdasarkaj
Peraturan Menter
Kesehatan Nomg
15 Tahun 2017
tentang Tata Car
Penyediaan Fasilitg
Khusus Menyusu
Dan/ Atau Memeral
Air Susu lbu

- Membahas
mengenai
ketersediaan ruan
laktasi berdasarka
hukum islam

- Objek penelitian di
kantor  pelayanal
publik  Kabupater
Blitar

Jurnal Ahmad
Yasin dkk tahun
2021: Jurnal
Pengabdian
Kesehatan
Masyarakat

berjudul

Keduanya sama
sama membahe
mengenai  ASI
eksklusif

Penelitian terdahulu

- Fokus padg
pernkatan cakupal
ASI eksklusif

- Dalam penelitiannyy
menggunakan
metode analisi




16

APeni ngak situasi, identifikasi
Kesadaran Dal masalah,
Pengetahuan menentukan
Tentang ASI prioritas  masalah
Eksklusif Pade mengembangkan
Remaja Dan Iby instrument
Dengan Penyuluha penelitian, penelitial
Serta Pembenkan determinan masala
Kader Melalui dan mengumpulka
Komunitas data base kesehata
ACI TALI AQ
5 | Jurnal Amalia Keduanya sam{ Penelitian terdahulu
Safitri, Dwi | membahas - Dalam metode
Anggraini  tahun mengenai pencarian  sumbe
2018: The Journg pemberian  ASI data berasal da
Of Nutrition And| ekslusif literatur
Food Researc| - Patokan dalan
berjudul upaya peningkata
Peningkatan ASI Eksklusif
Pemberian As berupa intervens
Eksklusif Dan yang dilakulan
Kebijakan secara langsun
ataupun tidak
langsung
- Mencari data
mengenai
kebijakannya
dengan car:
wawancara kepad
narasumber dal
Direktorat Gizi
Masyarakat
Kementrian
Kesehatan pad
bagian Pengelolaa
Konsumsi Gizi

B. Kerangka Konsep

Kerangkakonsepberisimengenai konsep yuridis sebagai landasan teoritis
guna mengkaji dan menganalisis masalah. Kerangka teori tersebut nantinya
digunakan untuk menganalisa setiap permasalahan yang di bahas dalam penelitian

tersebut. Adapun kerangka teori yang dibahas padaimemani yakni:
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1. Anak

Pengertian anak secara umum memperoleh perhatian bukan hanya dari segi
ilmu pengetahuan umum saja akan tetapi diperhatikan dari segi agama, hukum
bahkan sosiologis yang membuat anak semakin rasional deual aidalam
lingkungansosial®* Umumnya anak adalah seorang yang belum dewasa serta
belum mengalami perubahan fisik, psikis serta pematangan fungsi seksual atau
pubertag® MenurutR.A Kosnan Anak merupakan manusia muda dalam jiwa dan
perjalanan hidupnya karena mudaérpengaruh untuk kedaan sekitardya.
Pengertian anak dari segi sosiologis yakni anak bermakna sebagai makhluk ciptaan
Tuhan yang selalu mau bersosialisasi didalam lingkungan masyarakat. Posisi
seorang anak yakni kelompok manusia yang mempunyai statiaé wendah
sehingga membuthkan perlindundgan.

Pengertian anak menurut hukum positif masih belum adanya kelatiapan
peraturan perundanagndangan memberikan batas usia seorang anak yang berbeda.
Seperti dalanndangUndang Republikndonesia Nomor 35 Tahun 20Téntang
Perubahan Atas Undatgndang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002
Tentang Perlindungan Andasal 1 Ayat (1)

fi Mak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun,
termasuk anagang masih dalarkandungan.??

18 Maulana Hasan Wadangdvokasi Dan Hukum Perlindungan An@kkarta: Gramedia, 20Q0)

1

19 iza AgnestaPanduan Memahami Anak Yang Berkonflik Dengan HuR(ogyakarta:
Deepublisher, 20185.

20 R.A. KoesnanSusunan Pidana dalam Negara Sosialis Indon@#mdung: Sumur, 1964)13

21 Beni Ahmad,Sosiologi HukungJakarta: Pustaka Setia, 20037.

22 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas -Undang
undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Uttadeng Nomor 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungafnak, n.d.
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Selain itu berdasarkarKitab UndangUndang Hukum PerdatdPasal 330
menyatakan:
fiBahwa orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21
tahun dan tidak lebih dulu melakukan perkawinan.
Sehingga anak merupakarang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah
seandainya seseorang menikah belum genap berusia 21 tahun lalu bercerai atau
ditinggal mati oleh suaminya makdak bisa kembali berstatus belum dewZsa.
Sementara itu drdasarkariJndangUndang Repulidt Indonesia Nomor 4 tahun
1979 Tentang Kesejahteraan Arie&sal 1 AyatZ)
fi Aak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21dhun.
PadaUndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem
Peradilan Pidana AndRijelaskan dalanPasall Ayat (3)
ffAnak adalah yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18
tahundo®
Dengan semikian bisa disimpulkan bahwa anak merupd@ang yantgrgolong
lemah yang membutuhkan perlindungserta belum terlihat tandanda fisik
seorang dewasa yang berdasarkan undadgng belum mencapaatas usia yang

telah ditentukan

23 Tim Redaksi BIP3 Kitab Undangundang KUHPetKUHP-KUHAP Beserta Penjelasannya

ed. oleh Saptono Rahardjo (Jakarta: Gramedia, 2017)

24 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, n.d.
25 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Ten&istem Peradilan Pidana
Anak, n.d.
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2. Hak An&

Pada umumnya hak merupakan sesuatu yang seharusnya dipeoleh guna
kepeningan dirinya sendiri dari orang lain. Antonim dari kata hak yakni kewajiba
merupakan sesuatu yang wajib dijalankan dirinya guna kebutuhan orang lain.
Sehingga hak anak merupakan segala sesuatu yang sudah seharusnya didapatkan
seorang anak dari orang tuanya ataupun walinya. Selain itu apa yang menjadi hak
seoarang anak maka radj kewajiban dari orang tua atau walirtya.

Perlindungan terhadap anak beserta haknya dahulu melalui proses begitu
Panjang, diawali denganliterimanya serta disetujinya konvensi hak anak
(Convention The Right Of The ChilnlehPBB (Perserikatan Bangsa Bangpajla
tanggal 20 november 1989. Tidak lama kemudian pada tanggal 26 januari 1990
Indonesia ikut menyetujui dengan turut serta dalam menandatangani konvensi hak
anak Convention The Right Of The Chiltersebut tidak hanya itu, €giden
Soeharto yang pada saat itu menjajufa mengesahkan konvensi hak anak
(Convention The Right Of The Childebagai aturan hukum positif dengan
dikeluarkanlah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990
tentang Pengesahan Konvensi HAaidak (Convention The Right Of The Chilghng
mempunyai sepuluh prinsip yakni; setiap anak harus menikmati seluruh hak anak
tanpa terkecuali; diberikan kesempatan beserta fasilitas oleh hukum guna
menikmatiperlindungan khusus; mempunyai hama besertaiidsrkebangsaan;

menikmati manfaat dari jaminan sosial, mendapatkan perlakuan, Pendidikan,

2®HM. Budi ydmatko Anfaalal am Rma StydieGernder Dan Arslt a m, 0
(2014) 3.
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beserta pemeliharaan khusus bagi yang mengalami kecacatan; pemenuhan kasih
sayang guna perkembangan pribadi anak; menerima Pendidikan dengan cuma
cuma atas dasar wajbelajar; menerima perlindungan beserta bantuan pertama
dalam segala situasi; mendapat perlindungan dari segala bentuk ketelantaran, tindak
kekerasan, eksploitas serta praktik deskriminasi dalam segala Bentuk.

Selain itu Indonesia mengamandemen keduadddgUndang Dasar
Republik Indonesia 1945 dengan menambahkan pasal 28 B2ayaefyatakan

bahwa:

NfnSetiap anak berhak atas kelengsungar

serta berhak atas perlindu®fgan dari Kk

Tidak berhentsampai disitu Indonesia mengelurakan serta mengesahkan WUndang
Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 20@&cfo UndangJndang
Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Juncto Undamdang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2016 Tentang perlindungan anai lyarisikan dua

pilar yakni pemenuhan hak anak beserta perlindungan khusus anake fSkpat

juga UndangJndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang
pemerintah daerah yang memerintahkan bahwa setiap daerah agar melakukan
segala upaya guna pemuhan hak anak dan perlindungan aidkidalam islam

pun juga sudah emgatur mengendiak analdiantaranya

27 Abu HuraerahKekerasan Terhadap AngBandung: Nuansa, 201,2)1
2AaUnddAndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahurt
29 Miftahus SholehudinAdopsi AnakBanyumas: Cv. Pena Persada, 2021)
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a. Hak untuk hidup dan tumbuh berkembang

Terdapat beberapa aturan umum serta prinsip dasar sebagai pedoman. Islam
sendiri sudamengajarkan bahwasanya menjaga kelangsungan hidup dan tumbuh
kembang anak merupakan kewajiban sementara itu meremehkan pelaksanaan
prinsip-prinsip tersebut dianggap dosa besar.

Seperti yang terdapat dal am QS. |l srad Ay:

Artinya:

fiJanganlah kamu membunuh arakakmu karena takut miskin. Kamilah

yang memberi rezeki kepada mereka dan (juga) kepadamu. Sesungguhnya

membunuh meka itu adalah suatu dosa yang be&ét.

Dari ayat tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa setiap anak mempunyai
hak hidup dan tumbuh kembang sesuai dengan kodratnya. Hidup bukan hanya
sebatas anak tersebut sudah dilahirkan akan tetapi sejatessetut masih dalam
kandungan selain itu islam juga melarang tindakan aborsi dengan sengaja tanpa
alasan.

b. Hak mendapatkan perlindungan dan penjagaan dari siksa api neraka

Alloh menciptakan manusia dengan kecerdasan akal pikiran guna menjauhi
segalanacam bahaya akan tetapi Alloh masih dengan tegas mengingatkan kepada
seluruh orang tua agar senantiasa melindungi serta menjaga diri dan keluarganya

dari siksaan api neraka.

30 Lajnah Pentashihan Mushaf-@ur 6 an, @Al quran. o
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Seperti yang terdapat dalam QS-TPehrim (6) :

Artinya :

fiWahai orangorang yang beriman, jagalah dirimu d&eluargamu dari

api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya
adalah malaikatmalaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka

kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu
mengerjakan apa yang diperintahkaft.

Dari ayat tersebut mengajarkan kepada para orang tua yang beriman agar menjaga
diri beserta keluarganya dari siskaan api neraka seperti mengerjakan perintahNya

dan meninggalkan apa yang menjadi laranganNya.

c. Hak mendapatkan nafkah serta kesejahteraan

Menuut kamal muchtar dalam bukunya yang berjudul -asas hukum
islam tentang perkawinan mengemukakan bahwa nafhak merupakan kebutuhan
pokok yang dibutuhkan oleh seluruh orang. Adapun kebutuhan pokok yakni
sandang, pangan, papan. Selain itu menurut paracahlierdapat empat golongan
yang berhak mendapatkan nafkah yakni : pertaailkah usbuyaitu ayah, kakek,
dan keatas; keduaa f k a lyaitd anak, &y, terus kebawah; ketiga yaitu nafkah
kerabat seperti adik,kakak terus menyamping; keempat yakamestri.

Dalam beberapa pembagian golongan yang berhak mendapatkan nafkah
salah satunya analh @ f k a h). Ofangrtua dvajib memberikan nafkah pada

anaknya hingga anak tersebut mampu menafkahi dirinya sendiri. Adapun yang

31 Lajnah Pentashihan Mughal-Q u r GAlquran https:/quran.kemenag.go.id/
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dijadikan sebagai dasar perintabar memberikan nafkalermasuk memberikan
nafkah berupa ASIsebab ASI merupakan makanan pertama seorang anak sejak

lahir didunia. sebagaimanidalam QS. AlBagarah Ayat (233) :

R AR TRl O 85 A

ﬁmm@ﬁ@m@%@@@@@%%

Artinya:

filbu-ibu hendaklah menyusui anakaknya selama dua tahun penuh, bagi
yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan
dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali
sesuai dengan kemampuannya. Janganlahrasgo ibu dibuat menderita
karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya.
Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua
tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada
dosa aas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang
lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara
yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakai®

Dalam kajian tafsir ayat tersebut merupakan kalimat khabar atau mempunyai arti

perintah Pemahaman i ni S e s u a Hendhldah enyusua y at vy :
anakanaknya . Menur ut I mam mali k bahwa member.i
dari seorang ib& ImamSy af i 0i menyatakan bahwa i bu

kewajiban memberikan ASI kepada sang bayi guna kelangsungan kehidupan

32 ajnah Pentashihan Mushaf-@u r SAlguran https:/quran.kemenag.go.id/
33 M. Ali As-ShabuniAhkam Marah(Bandung: Pustaka Rahmat, 2003§
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beserta keselamatan bayi tersebut sarmagantung pada seberapa banyak
mengkonsumsi AS| tersebtt.
d. Hak mendapatkaRendidikan
PendidikartermasulVasilahyang harus didapatkan setiap anak sebab dari
pendidikanlah salah satu cara untuk menjaga beserta melindungi anak dari
bahayanya siksa neraltdenuntut ilmu ialah suatu kewajiban seorang muslim baik
laki-laki ataupun perempuaRasulullah SAW bersabda:
NY&e aia ¢DAANA G&A0Q0064 ¢t YH
Artinya:
fiRasul Bersabda: hak ana katas orang tua mereka adalah membaguskan
Namanya, mengajarkan baca tulis dan menikahkan mereka Ketika telah
dewasa
Nash tersebut merupakan wujud kesungguhan islam dalam memberikan jaminan
perlindungan tumbuh kembang dan peateamhak-hak anaké®
e. Hak mendapatkan keadilan dan persamaan kedudukan
Dalam islam manusia mempunyai derajat yang sama disisi Alloh. Yang
menjadi pembeda hanyalah tingkat ketaqwaannya kepada Alloh. Alloh berfirman

dalam QS. AlHujarat Ayat (13)

34 Lajnah Pentashihan Mushaf Al Qam, Tafsir Al Quran TematikJakarta: Kamil Pustaka, 2014)
236.
35 Miftahus SholehudinAdopsi Anak?.
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Artinya:
fWahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa
bangsa dan bersuksuku agar kamu salgh mengenal. Sesungguhnya yang

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahat#liti.

3. TeoriEfektifitas HukumLawrence M. Friedman

Menyatakarbahwa suatu hukuiisadikatakan efektitlengammelihat tiga
unsur dalam sistem hukum tersebutryastruktur hukum, substansi hukum, dan
budaya hukum.
a. Biografi Lawrence M. Friedman

Lawrence M. Friedmammerupakan seorang ahli sosiologi hukum dari
Stanford University yang terkenal sebagai sejarawan hukum Amerika yang lahir
pada tanggal 2 April 1930. Pada tahun 1948rence M. Friedmamempunyai
gelar Bachelor Of Arts dari University Of Chicago selain itawrence M.
Friedmanjuga mempunyai gelar.J dan LL.M dari School Of Chicago Law
School. Pada tahut®51 hingga 195&enjadi staf di University Of Chicago Law
Review beserta tenaga pengajar di beberapa perguruan ditggun 1957 hingga
1960 menjadi dosen di fakultas hukum Universitas Sain$ ini@njadi Asisten
professor of law, pada tahun 1961 hinggal 1965 pindah ke University Of Wisconsin
Law School untuk menjadi dosen, pada tahun 1965 hingga 1968 menjadi professor
of law, pada tahun 1966 hingga 1967 menjadi professor tamu bidang hukum di

Starford Law Of School lalu ditahun 19@8wrence M. Friedmamemutuskan

3¢ Lajnah Pentashihan Mushaf-@u r GAlguran



26

pindah ke Stanford serta memegang janji kehormatan dengan depatremen sejarah
dan ilmu politik disand’
b. Struktur Hukum

MenurutLawrence M. Friedmahahwa struktur hukum merupakelemen
dasar dalam sistem hukum yang memuat bentuk serta bdaisesan mengenai
sistem secara menyeluruh, termasuk aparat dan penegak hukum sehingga struktur
hukum ini berisikan mengenai aturan bagaimana proses hukum berjalan dan
diteapkan dalam perangkaukum

Dalam struktur hukum, aparat hukum memiliki beberapa fungsi utama,
yaitu sebagai pembuatan hukurmhé legislation of layy pembudayaan dan
penyebarluasan hukum (sosialisasi), administrasi hukum, serta penegak hukum
(The enforcement of Igw Olehkarena itu, hukum berkaitan erat dengan aparat
penegak hukum. Adapun yang termasuk unsur dari struktur hukum adalah struktur
institustinstitusi penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan
lembaga pemasyarakat#h.
c. Substansi Hukum

Substansi hukum adalah produk hukum berupa susunan keputusan maupun
aturanaturan baru yang mengandung peraturan neranena hukum dan memiliki

kekuatan yang mengikat sebagai dasar kepatuhan hukum dan pedoman bagi

SAbdul Fattah, fAPemahaman Hukum Masyarakat Kota |
Usia Minimal Perkawinan Dalam Undatindang Nomor 16 Tahub0 1 90 ( Uni ver sti as | s
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 20283

%8 M. Khoizim,Si st em Hukum. : Prespektif (Bandung:Musasi al / Lawr
Media, 2019) 15
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penegak hukum. Produk hukum tersebut disudan dibentuk oleh orarayang
yang berperan dalam sistem hukefm.

Termasuk dalam substansi hukum ialah seluruh jenis aturan hukum, baik
berupa hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis. Dengan teori H.L.A
Hart, Lawrence M.Friedman menyatakan bahwa substansi hukum tersusun dari
peraturarperaturan serta ketemtketentuan yang berkaitan dengan cara suatu
institusi dalam berperilak®?.

d. Budaya Hukum

Menurut Lawrence M. Friedman budaya hukum atau kultur hukum
merupakan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan,
nilai, pendapat, dan harapan. Hiail berarti bahwa budaya hukum berarti sikap,
pikiran dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum di gunakan, di
hindari, maupun disalahgunakan. Sosial yang dimaksud dalam budaya hukum ini
tidak hanya masyarakat biasa, namun juga aparat penegai hersebut.

Budaya hukum merupakan hukum yang hidup, diterapkan, dan dianut dalam
suatu masyarakat. Sistem hukum tidak dapat berfungsi tanpa budaya hukum. Sebaik
apapun dibuat dan disusunnya struktur hukum serta substansi hukum yang
ditetapkan untuk meajankan aturan hukum tanpa bantuan budaya hukum, maka
penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Budaya hukum berhubungan dengan kesadaran masyarakat akan hukum.

Hal ini terlihat dari semakin tinggi kesadaran diri masyarakat, maka semakin baik

39M. Khoizim,Si st em Hukum. : Pr es pMkEtendmanl3 mu Sosial / Lawr
4OM. Khoizim,Si st em Hukum. : Prespektif ,18a mu Sosial/Lawr
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pula budaya hukum yang dianut masyarakat tersebut. Tingkat kepatuhan

masyarakat merupakan salah satu kunigirdgpelaksanaan suatu hukéin.

41 M. Khoizim, ,Si st em Hu k u nmu SosiBlit avemce M. Friefidmahi.
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METODE PENELITIAN
A. Jenis Penelitian
Jenigpenelitian yang digunakan oleh peneliti ialah metode penelitian hukum
empiris ataudisebut dengan penelitian lapanggakni jenis penelitian yang
mengkaji mengenaiketentuan hukum yang berlaku dan apa yang terjadi di
masyaraka Dengan singkatnya penelitian hukum empiris ini merupakan penelitian

yang mengkaji apakah suatu hukum bekerja atau tidak di masy#rakat.

B. Pendekatan Penelitian

Sebagaimana di tulis oleh Joty Ibrahim, pendekatan penelitian yang
digunakardalam penelitian hukum empiris ialpendekatan sosiologi hukuatau
biasa disebut dengasosiolegal®® yakni pendekatan dengan mengkaji suatu
hukum yang ada di masyrakat dan bagaimana hukum tersebut khiedigalam

masyrakaf?

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang digunakan peneliti yakni Stasiun Kelas II WIingi yang
beralamat di Jalastasiun WIlingi, Beru, Kecamatan WIingi, Kabupatlitar
(66184. Berada di ketinggiar274M. Merupakan salah satu stasikelas Il yang

berada dalam daerah operasional 8 Suralstgasiun tersebut perbatasan antara

42 Bambang WaluyoPenelitian Hukum Dalam Prakt¢Bakarta: Sinar Grafika, 2002)5

43 Prof Dr. Johnny lbrahim Dr. Jonadgiendi,Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(Jakarta: Kencana, 202153

44 Prof Dr. Johnny Ibrahim Dr. Jonaedi Efendietode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris
(Jakarta: Kencana, 202149153

29
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Daerah operasiond& surabaya dengan ef@ah operasional madiun. Meskipun
stasiun wihgi tegolong sebagai stasiun kelas Il akan tetapi sebagai tempat turun
dan naiknya para penumpang kereta jarak jauh dan kereta lokal selain kereta
penumpang, stasiun wlingi juga sebagai tempat berhentinya kereta barang sehingga
menjadi naik dan turunnya tzng ataulogistic oleh sebab itu stasiun wlingi

dijadikan sebagai tempat berkumpulnya orang

D. Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini dari dua sumber:yakni
1. Sumber data primer

Sumber data yang utampeneliti melakukan Pengamatanobservas),
wawancar® kepada beberapa penumpakeyeta api pegawai PT Kereta Api
Indonesia Persero Daop 8 Surabaya seperti Pegawai unit fasilitas penumpang,
Kepala Stasiukelas Il WIlingi Kabupaten Blitar
2. Sumber data sekunder

Mengumpulkan data denganengumpulkan, mendokumentasikan buku,
jurnal, makalah ilmiah, kamus, undangdang serta dokumen yang mempunyai
keterkaitan.
Adapun sumber data sekunder ada dua macam pertama sumber data primer yakni:
1. Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2@flang Kesehatan

2. Peraturan Peeanintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Asi Eksklusif

45 Dr. Jonaedi EfendMetode Penelitian Hukum Normatif Dan Empid€.
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3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang
Pemberian ASI Eksklusif

4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Tata Cara
Penyedhan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/ Atau Memerah Air Susu lbu

5. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia N&#&b63 TAhun 2019
Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api

Serta kedua sumber data tergiakni:

1. BukuTerjemahan Teori Hukum Lawrance M. Friedman

2. Jurnal beserta Artikel mengenai ruang laktasi

3. Jurnal beserta Artikel mengenai pemberian air susu ibu

Seluruh sumber data tersebut peneliti gunakan sebagai pedoman dalam penelitian

skripsi ini.

E. Metode PengumpulanData

Agar mendapatkan data yang benar maka penulis menggunakan
pengumpulan data sebagai berikut:
1. Observasi

Observasi yakni pengamatan secara khugalsg dilakukan sebelum
melakukan penelitian dilakukan di stasiun kelas 1l Wlingi Kabupaten Blgagan
melakukan pengecekan lokasi, pencata@napemotretan mengenai situasi dan

kondisi yang terjadi®

46 Sapari Imam Asyariletode Penelitian Sosial Petunjuk Ringk8sirabaya: Usaha Nasional,
1981) 82
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2. Wawancara

Menurut Moleong wawancara yakni suatu komunikasi yang dilakukan oleh
kedua belah pihak, yakni pewawancara sebagai orang yang memiperiteanryaan
dan narasumber yakni seorang yang memebrikan jawaban atas pertanyaan
tersebut’

Wawancara adalah salah satu Teknik dalam pengumpulan data dengan cara
bertanya langsung kepada informan guna mendapatkan informasi beserta
keterangan guna tujuanrmitian. Dalam Teknik wawancara yang digunakan oleh
peneliti untuk medapatkan data beserta informasi yang dibutuhkan mengenai
penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik studi di stasiun kelas Il Wlingi
Kabupaten BlitarDalam penelitian ini yang menjadiarasumber yakmienumpang
kereta api pegawai PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 8 Surabaya seperti

Pegawai unit fasilitas penumpang, Kepala Stalsalas 11 Wlingi Kabupaten Blitar.

Tabel 3.1
Daftar Narasumber

No Nama Sebagai

1 | PakMardi KepalaStasiun Kelas Il Wlingi

2 | Paklkhsan Assisten Manager PT KAI (Persei@aop 8 Surabay.
3 | Pak Bagus Pengatur Perjalanan Kereta Api

4 | Ibu Sherina Penumpang

5 | Ibu Dian Penumpang

6 |IlbuErna Penumpang

7 | Ibu Capti Penumpang

8 |lIbuEla Penumpang

9 | IbuDesti Penumpang

4T Lexi J MoleongMetode Penelitian KualitatifBandung: PT Remaja Rdakarya, 2005)16Q
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3. Dokumentasi

Dokumen merupakan pengumpulan data beserta bahan berupa
dokumentast® Dokumentasi didalam penelitian ini berupa ffoto mengenai
keadaan yang berada di dalam stasiun kelas Il Wlingi Kabupaten. Bggurut
moleongfoto bisa menciptakan data yang bersifat deskriptif cukup berharga serta
sering dijadikan sebagai menelaah s&i subjek dan hasilnya sering dianaisis
secara dedukti®

Selain foto peneliti memanfaatkan beberapa data berupa arsip atau dokumen
berupa tilisan ataupun gambar yang terdapa@®TiKereta Api Indonesia (Persero)
Daerah Operasionald8aupun stasiun kelas Il Wlingi Kabupetan bljtang relevan

dengan penelitian.

F. Metode Pengolahan Data
Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan tahaparn yakni
1. Pemeriksaan Daft@&diting)

Dalam proses pemeriksaan datamenggunakan pengeditan guna
mempermudah proses pemberian kode dan pemprosesan data dengan teknik
statistik data yang di dapat peneliti berasal dari observasi atau wawancara perlu di
edit terlebih @hulu untuk meminimalisir kesalahan dalam proses pencatatan yang
dilakukan selain itu, guna menjamin kelengkapan konsistensi serta kesiapan data

dalam proses analisi8 Adapun langkahnya yakni memilah data yang mempunyai

48 Soerjono Soekamt®engantar Penelitian Hukudakarta: PT Universitdadonesia, 2010)66.
49 Moleong,Metode Penelitian Kualitatifl6Q
50 Marzuki, Metodologi Rise{Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 19835.
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keterkaitan dengan ASEksklusif serte penyediaan ruang laktasi pada fasilitas
publik serta membuang data yang tidak mempunyai keterkaitan.
2. Klasifikasi(Classiying)

Peneliti mengumpulkan data yang diperoleh serta melakukan
pengelompokan jenis dari data yang dikumpulkan guna nbeken jawaban dari
rumusan masalah yang telah tetapkakdapun langkahnya berdasarkan dari hasil
wawancara diklasifikasikan berdasarkan pertanyaan yang terdapat dalam rumusan
masalah, mengelompokkan data wawancara berdasarkan dua rumusan masalah
pada peelitian mengenai penyediaan ruang laktasi di fasilitas publik khususnya
pada Stasiun kelas 1l Wlingi Kabupaten Blitar serta apakah peting keberadaan ruang
laktasi di stasiun untuk penumpang serta mengelompokkan data berupa
dokumentasi yang mepunyai ketaiian dengan penyediaan ruang laktasi dari PT
Kereta Api Indonesi@Persero) Daerah Operasional 8 Surabaya.

3. Verifikasi (Verifying)

Peneliti melakukan pemeriksaan ulang terhadap-dita yang telah
didapatkan serta memberi pembuktian mengenai kebenaratamyanenjamin
validitas data yang terkumpul. Cara melakukan verifikasi dengan melalui sumber
data serta memberikan hasil wawancara guna menanggapi apakah data tersebut
sesuai.Langkah ini bisa dilakukan dengan membandingkan data dokumentasi
dengan hasil waancara anatar petugas stasiun, pegawai PT Kereta Api Indonesia

(Persero) daerah Operasional 8 Suraabaya pada unit fasilitas penumpang serta

1 Bagong Suyantdyletode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekdtikarta: Kencana,
2015, 186189
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beberapa penumpang kereta api yang berhenting atau ingin naik dari stasiun kelas
I WIingi Kabupaten Blitar yang ddikan sebagai narasumber.
4. Analisis Analyzing

Bagian dalam suatu proses penelitian yang sifatnya penting sebab sangat
bermanfaat guna memecahkan masalah penelitian serta mencapai tujuan akhir
penelitian Langkahnya yakni mengumpulkan datangenai fasilitas ruang laktasi
yang berada pada stasiun dengan wawancara mendalam serta pengumpulan
documen terkait, mencari permasalahan yang berkaitan dengan focus penelitian
yakni fasilitas ruang laktasi yang berada di Stasiun Daerah Operasionab@zur
serta seberapa perlunya ruangan tersebut didirikan sebagai bentuk pemenuhan hak
anak, menguraikan secara mendalam tentang data yang dipguokeimenjawab
permasalahan mengenai penyediaan ruang laktasi di stasiun kelas 1l WIlingi
Kabupaten Blitar, maganalisis data mentah yang didapat dari observasi dan
wawancara di Stasiun kelas Il WIingi Kabupaten Blitar menggunakan teori
efektivitas hukum Lawrence M. Friedman. Adapun hasilnya apakah stasiun tersebut
sudah menerapkan sesuai dengan peraturan yaladbeelanjutnya dijabarkan
guna menjawab rumusan masalah
5. Pembuatan Kesimpula@oncluding

Merupakan tahap akhir sesudah peneliti mendapat data yang dibutuhkan

Peneliti akanmembuat kesimpulan mengenai kegiatan penelitian yang sudah



36

dilakukan guna mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang sudah dijabarkan

dalam rumusan masalah dengan jelas serta mudah untuk digahami

52 Suharismi ArikuntoProsedur Penelitian Suatu Pendekatan Praklikarta: PT Rineka Cipta,
2006), 156159



BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Stasiwn Kelas Il Wlingi Kabupaten Blitar

1. Sejarah Stasiun Kelas Il WIlingi Kabupaten Blitar

Bangunan Stasiun WIlingi merupakan bangunan peninggalan pada masa
Hindia Belanda. Pada masa pembangunannya bersamaan dengan pembangunan
jalur rel kereta api BlitakVlingi-KepanjeaMalang sepanjang 7 kilometer. Dalam
pengerjaannya tersebut dilakukan oleh Staatsspoorwegen (SS) yakni perusahaan
kereta api yang dimiliki oleh Pemerintahan Hindia Belanda yang dimulai pada
tahun 1896 hinga tahun 1897.

Dalam proyek jalur kesta api BlitarWlingi-KepanjeaMalang adalah
bagian dari proyek besar jalur kereta api jalur Timur Jilik 2 (Oosterfijealam
pengerjaan proyek tersebut dilakukan dua arah yakni setelah jalur rel-Kediri
Tulungaguneplitar yang selesai ditahun 1884 sejga dilanjutkan pembangunan
jalur rel BlitarWIlingi sepanjang 19 Kilometer yang diresmikan pada tanggal 10
Januari 1896 serta jalur rel Wlingepajen sepanjang 36 kilomoter yang
diresmikan pada tanggal 30 janurai 1897 hingga dilanjutkan kearah utamagMal
Kepanjen sepanjang 19 kilometer terselesaikan pada tahun 1896.

2. Profil Lokasi Penelitian

Stasiun kelas Il WIlingi merupakan stasiun yang berada di daerah
operasiona8 Surabayayang beralamadi Jalan Stasiun WIlingi, Beru, Kecamatan

WIingi, Kabupaten Blitar (66184 5tasiun kelas 1l Wlingi terletak pada ketinggian

37
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+274 meter di atas permukaan laut. Stasiun tersebut mempunyai 4 jalur kereta api
dengan jalur lurus beda di jalur 2 serta jalur 1,3,4 jalur belddecuali jalur 2 yang

sering digunakan keberangkatan maupun kedatangan kereta api dengan rangkaian
yang cukup panjang. Seluruh kereta api penumpang dan barang yang melintas pada
jalur Malangi Blitar berhenti namal di Stasiun tersebut.

Adapun operasi layanan kereta api pada Stasiun ini yakni Gajayana, Brawijaya,
Malabar, Kertanegara, Malioboro Ekspress, Majapahit, Matarmaja, Penataran, dan
Parcel ONS Tengah. Adapun fasilitas yang terdapat pada stasiun terasigtut y
parkir, cetak tiket, ruang tunggu, pemesanan langsung di loket, pusat informasi,
musala, toilet, serta area merokdktasiun kelas Il Wlingi Kabupaten Blitar
mempunyai pegawai sejumldh orang dan pegawai outsourcing berjumlah 19
orang Selain itu tedapat 3 Unit diantaranya unit operasional, unit pelayanan, unit
keamanan®
a) Data Pegawai

Jumlah pegawai 2023 : 22 Pegawali

Unit 5 Unit
Pegawai : 5 Pegawai
PegawaOutsourcing : 17 Pegawai

Tabel 4.1
Data Pegawai Stasiun Kelas Il Wlingi

NO Jabatan Unit Jenis Pegawai Jumlah
1 | Kepala Stasiun Operasbnal Pegawai 1
2 | PengatuiPerjalanan Operasbnal Pegawai 4
Kereta Api

53 Mardi, Wawancara(Blitar, 01 April 2023)
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3 | Security Pengamanan| PegawaiOutsourcing 4
4 | Checker Angkutan Pegawalutsourcing 1
Barang
5 | Loket Angkutan PegawaiOutsourcing 5
Penumpang
6 | Penjaga Jalan Operasonal PegawaiOutsourcing 4

Lintasan
7 | Kebersihan Pelayanan Pegawalutsourcing 3
Jumlah 22
b) Operasi Layanan Kereta Api
Tabel 4.2

Layanan Kereta Api Stasiun Kelas 1l WIingi

NO | Nama Kereta Kelas Tujuan Keterangan
Api
1 | Brawijaya Eksekutif Malang Lewat
Gambir Madiun
2 | Majapahit Ekonomi Malang Semarang
Pasar Senin | Tawang
3 | Matarmaja Ekonomi Malang
Pasar Senin
4 | Gajayana Eksekutif & | Malang -
Luxury Gambir
5 | Gajayana Eksekutif & | Malang Kelas
Tambahan Priority Gambir priority
hanya
terdapat
pada
perjalanan
tertentu
6 | Malabar Eksekutif, Malang -
bisnis, Bandung
ekonomi
7 | Kertanegara Eksekutif Malang -
ekonomi Purwokerto
8 | Malioboro Ekonomi Malang Jalan saat
Ekspres Premium Yogyakarta hari tertentu
9 | Penataran Ekonomi Surabaya Kotg Lewat
Blitar Malang
10 | Angkutan Barang Kampung -
Logistik bandan
Malang




Overnight
Service
(ONS) Parcel
Tengah

c) Volume Penumpang Naik Stasiun WIlingi

Tabel 4.3
Daftar Penumpang Naik

2021 2022 2023
Januari 4,658 7.586 13.231
Februari 4.487 6.383 10.855
Maret 5.346 8.215 10.570
April 5.015 7.110
Mei 5.657 13.034
Juni 6.591 9.882
Juli 434 12.787
Agustus 156 9.180
Sep tember 1.027 9.182
Oktober 4,728 9.315
November 6.263 10.141
Desember 7.334 12.005
Jumlah 51.696 114.820 34.656

d) Volume Penumpang Turun Stasiun WIlingi

Tabel 4.4
Daftar Penumpang Turun

2021 2022 2023
Januari 3.369 6.521 9.887
Februari 3.547 5.761 8.793
Maret 4.370 7.122 10.260
April 4.468 7.967
Mei 5.441 11.084
Juni 5.469 9.087
Juli 477 1.537
Agustus 181 8.222
September 923 8.543
Oktober 4.220 10.211
November 5.612 9.202
Desember 7.149 12.195
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| Jumlah | 45226 | 97452 |  28.940 |

B. KonsepFasilitas Ruang LaktasiPadaFasilitas Publik

Fasilitas khusus menyusui atau ruang laktasi merupakan ruangan khusus ibu
guna menyusui atau memompa air susu ibu (ASI), menyimpan ASI serta mengganti
popok bayi. Pada umumnya ruang laktasi ini banyipkrdgunakan oleh para ibu
yang sedang menyusui saat berada di luar rumah atau tempatagperti yang
sudah tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahui820iL3
sebagian masyarakat yang mempunyai pandangan bahwa keberadaan ruang laktasi
tersebut tidak berguna akan tetapi dengan keberadaan rang laktasi tersebut di tempat
umum khususnya stasiun tentunya sangat membantu ibu selama proses menyusui
serta dapat lebih menjaga privasi ibu dan sang bayi ter¥ebut.

Pemberian air susu ibu eksklusiempunyai segudang manfaat untuk ibu
maupun baysehingga pemerintah menjamin hak bayi tersebut agar mendapatkan
ASI eksklusif seperti yang tercantum dalam Und&mglang Republik Indonesia
Nomro 36 Tahun 2009 Pasal 128 ayat (1) yang menyatakan :

fSetiap bayi berhak mendapatkan air susu ibu eksklusif sejak dilahirkan

selama enam (6) bul an®>® kecuali atas i

ASI bukan hanya bisa mempererat ikatan batin antara ibu dan anak saja akan
tetapi pemberian ASI bisa mengurangi pendarahan sesudealahirkan,
mempercepat proses penyembuhan setelah proses melahirkan dikarenakan

munculnya hormon oksitosin yang dapat mengembalikan ukuran rahim seperti

“Santi, fAUpaya Peningkatan Cakupan ASd Eksklusif
55 UndangUndang Republik Indagsia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
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semula dengan cepat, menurunkan risiko terkena kanker payudara, menurunkan
risiko terkena diabetes #dl, menurunkan risiko terkena radang se®#iymatoid
Arthritis), menurunkan risiko terkena penyakit jantung, menunda pulihnya siklus
menstruasi yang bisa membantu jarak kehamilan, mengurangi trauma secara
perlahan disaat sang ibu mengaldaby blues sydrome®®

Sementara itu manfaat ASI bagi bayi yakni memberikan nutrisi yang sangat
dibutuhkan bayi karena ASI mengandung vitaprotein serta lemak yang hampir
sempurna guna menunjang nutrisi yang diperlukan tubuhnya selain itu ASI jauh
lebih mudah dicera dari pada susu formulapengandung kolostrum dilengkapi
antibody yang mengandung protein berguna sebagai tahan tubuh yang bisa
membunuh kuman; bisa mengoptimalkan kecerdasan bayi dengan optimal karena
ASI mengandung nutrient khusus yang dibutuhkan otek; anendapatkan berat
badan yang ideal; mencegsintlen infantdeath syndrome’

Oleh karena itu ASI menjadi kebutuhan utama bagi bayi sehingga
pemerintaiterus mengusahakan peningkatan cakupan ASI eksklusif salah satunya
dengan memberikan dukungan daripdungan hukum yang dimasukkan kedalam
perduran perundangndangan, seperti dalam Undadgdang Republik Indonesia

nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 129 ayae(jebutkan:

APemerintah bertanggung | awangka menet a

menjamin hak bayi unt uk mendapat kan

Kementrian Kesehatan, iManfaat ASI Ekskl usi f
Republik Indonesia, 2018.

>’ Badriul HegarBedah AS(Jakata: Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta, 2008)

28.

a i

Unt
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Selain itu pemerintah juga menyebtkan bahwa keluarga, seluruh elemen masyraat
dan negara wajib mendukung ibu dalam proses menyusui. Beukukgan guna
membantu ibu sedang menyusaiat melakukan kegiatan diluar runtarcantum
dalam UndangJndang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan pasal 8ayat (9 menyebutkan:
fiSelama penemberian air susu ibu pihak keluarga, pemerintah, pemerintah
daerah dan masyrakat haroendukung ibu bayi secara penuh dengan
penyediaan waktu khusus dan fasilitas khasus
Selanjutnya ayat (3)
APenyedi aan khusus sebagai mana di mak s
tempat umum dan t.éempat sarana umumo
Lebih spesifik pemerintah juga mengatur temtdewajiban penyelenggara
tempat sarana umum agar menyediakan fasilitas khusus untuk ibu mekstiksui
melakukan kegiatan ditempat umum khususnya di stasiun kereta api yang sudah
diatur didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012
Tentang Pemberian ASI Eksklusif. Tujuan utama dari Peraturan Pemerintah
tersebut yakni melindungi, mendukung, serta mendengungkan pemberian ASI
eksklusif dengan cara peningkatan dukungan dari keluarga, masyarakat, pemerintah
pusat dan pemerintah daerah, dl
Penyelenggara sarana tempat umum mempunyai tanggung jawab yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012

Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 30 ayat (1) menyatakan:

58 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
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APengurus kerja dan penhaeubreemdulguagr a t e mj

program ASI Eksklusifo

Serta bentuk dukungan yang dimakseduai dengaReraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal
30 ayat (3) menyatakan:

APengur us t e pgnyelengglra tempat sataman umum harus

menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan/atau memerah ASI sesuai

dengan kondi si kemampuan perusahaano

Stasiun kereta api termasuk kategori tempat sarana umum seperti yang
sudah tercantum dalam Peraturan PertedniRepublik Indonesia Nomor 33 Tahun
2012 Tentang Pemberian ASI Eksklusif Pasal 32 huruf e yang menyatakan bahwa
stasiun kereta api merupakan salah satu tempat saranaXmum.

Kebijakan ruang laktasi wajib dipahami oleh instansi terkait yang
bertanggung jaab dalam implementasinya demikian tidak lepas dari tanggung
jawab dinas Kesehatan serta perusahaan itu sendiri. Kerjasama yang baik antar
instansi tersebut akan menghasilkan implementasi yang sesuai dengan harapan
pemerintah.Berdasarkan Peraturan Mentd?erhubungan Republikndonesia
Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang
Dengan Kereta Api Pasal 2 Ayat2) pelayanan bagi penumpang kereta api harus
memenuhi SPMStandar Pelayanan Minimum$PM disini merupakapatokan
gunapenyelenggara prasarana perkereta apian dalam memberikan pelayanan pada

penumpang kereta api.

59 Peraturan Pemerintah Rl Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif.
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Adapun cakupan standar pelayanan minimum di stasiun kereta api
berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63
Tahun 2019 &ntang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta
Api Pasal 5 ayat (1) yakni keselamatan, keamanan, kehandalan, kemudahan serta
kesetaraan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor
PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Ratean Minimum Angkutan Orang Dengan
Kereta Api ruang laktasi atau ruang ibu menyusui masuk kedalam kategori
kesetaraan yang pada stasiun kecil, sedang hingga besar tersedianya ruang laktasi
yang dilengkapi fasilitas sesuai dengan standar Kementrian KaseRapublik

Indonesid?

C. Implementasi Permenhub RI No. PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar
Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Perihal
Penyediaan Ruang Laktasi
Ruang laktasi merupakan kebutuhan ibu menyusui saat berada winhadr
khususnyderada di tempat sarana umum guna nganjaivasi dari seorang itf.
Privasi merupakan salah satu hak asasi untuk ibu yang sedang meyusui yang sudah
semestinya diberikan oleh negara dilaksanakan oleh instansi khususnya PT Kereta

Api Indonesia (Persero)d&rah Operasional 8 Surabaya.

60 peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar
Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api, n.d.

61 Publik Pusat Inovasi Pelayanan, Lembaga Administrasi Negara, and Republik Indonesia,
Transformasi Pelayanan Sektor Pulilakarta: Pusat Inovasi Pelayanan Publik Lembaga
Administrasi Negara, 2017g.
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Akan tetapi berdasarkan survei yang dilakukan oleh peneliti pada bulan
desember 2023 menunjukkan bahaveStasiun kelas Il Wlingtidak tersedianya
fasilitas khusus guna menunjang ibu menyusui atau ruang laktasi gapgréudah
tercantum dalam Undarddgndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan Pasal 129 Ayat (2) yang menyatakan:

fiSelama pemberian air susu ibu pihak keluarga, pemerintah, pemerintah

daerah, dan masyarakat harus mendukung ibu bagrss@enuh dengan

penyediaan waktu dan fasilitas khustfs
Pada stasiun kelas Il Wlingi hanya fokus pada fasilitas publik lainnya yakni ruang
tunggu penumpang naik, ruang tunggu penumpang turun, area khusus merokok,
toilet wanita, toilet priatoilet disabilitas, bak sampah sesuai dengan jenis sampah,
loket, cetak tiket mandiri, kolat P3KPertolongan Pertama Pada Kecelakaan),

tabung oxygen portable déempat parkir

Gambar 4.1 Loket

62 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008tdeg Kesehatan.



Gambar 4.2

Gambar 4.3
Tabung Oxygen, P3K 7

Gambar 4.4

Ruang Tunggu Penumpang Naik
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Gambar 4.5
Tempat Parkir

Gambar 4.6
Ruang Tunggu Penumpang Turun

Gambar 4.7
Musala, Area Merokok, Toilet
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Hasil wawancara mengenai ketidaktersediaan fasilitas menyusui atau ruang
laktasi yang berada di stasiun kelas II Wiingeneliti telah mewawancaraua
pegawai PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasional 8 Surabaya yakni
kepala stasiun dan asisten manager unit fasilitas penumpang sebagai berikut:
Narasumber pertama lPilardi selaku Kepala Stasiun Kelas Il Wlimgenjelaskan
mengenai peraturan beserta alasan tidak tersedianya fasilitas ruang laktasi pada
stasiunKelas Il WIingi. Beliau menjelaskan:

fUntuk sementara ini yang mempunyai ruang laktasi adalah stéssar

dan sedang (Kelas 1) yang berdasarl&t®M (Standar pelayanan minimal)

atau PM Nomor 33 Tahun 2011 untuk stasiun wlingi sendiri tergolong

stasiun kelas Il yang mana stasiun tersebut masitkidas kecidan dalam

PM tersebut tidak difasilitasi ruantpktasi selain itu juga keterbatasan

ruanganakan tetapi distasiun ini dijadikan tempat naik dan turunnya semua
penumpang kereta dari kereta lokal hingga kereta jarak jauh/antadkota

Dari penjelasan diatazahwa tidak tersedianya ruang laktpada stasiun
kelas II WIingi Kabupaten Blitar disebabkan karena stasiun tersebut tergolong
stasiun kelas kecil yang berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM
9 Tahun 2011 Tentang Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang
Dengan Kereta tidakerdapat aturan bahwa stasiun tersebut harus menyedia
fasilitas pendukung ibu menyusui berupa ruang laktasi

Padahal meskipun stasiun tersebut tergolong kelas kecil akan tetapi
memiliki keunikan yang tidak dimiliki stasiun kelas Il pada umumnya yakni
dijadikan sebagai pemberhentian kereta api lokal hingga antar kota/jarak jauh.
Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kedua langsung di kantor pusat

Daerahoperasional8 Surabaya dengan Pak Ikhsan selakgisten Manageunit

83 Marji, Wawancara (Blitar, 29 Maret 2023)
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fasilitas penumpang PT KeeetApi Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya yang
menjelaskan bahwa:

fiBiasanya tidak adanya komunikasi berupa surat tembusan dari kepala

stasiun ke kantor pusat agar ditindak lanjuti, selain itu menyediakan ruang

laktasi tidak melulu harus berdasarkan SP8andar pelayanan minimum)
akan tetapi dilihat dari kebutuhan masyarakat, apakah masyarakat butuh
dan apakah masyarakat itu nyaman jika menyusui di ruang tunggu. Untuk
menjawab keresahan dari masyarakat khususnya pengguna transportasi
angkutan kereta apieharusnya kepala stasiun mengirim surat tembusan
kepada kantor pusat agar ditindak lanjuti. Jika terdapat keterbatasan ruang
biasanya pihak stasiun harus merelakan salah satu ruang yang tidak terlalu
berguna untuk dialih fungsikan sebagai ruang laktasitudnSPM yang

berlaku tepatnya pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63

Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang

Dengan Kereta Api®*

Dari penjelasan diatas bahwaraturan yang mendasari adanya fasilitas di
stasiun berdasarkaPeaturan Menteri Perhubungan Nomor PM 63 Tahun 2019
Tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan Orang Dengan Keretdakpun
dalam pelaksanaan pengadaaang laktaspada stasiutidak harus berdasarkan
SPM (Standar Pelayanan Minimunjika masyarakat khusnya pengguna jasa
transportasi kereta api banyak yang membutuhkan fasilitas tersebut bisa saja
pengadaan fasilitas tersebut dilaksanakan akan tetapi kepala stasiun harus
mengajukan surat tembusan terlebih dahulu kepada kantor pusat agar ditindak
lanjuti.

Namun peneliti menemukan pada lampiPenaturarMenteri Perhubungan
Repulik Indonesia Nomor PM 63 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan

Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta Api Bagian | Nomor 6 yang

menyebutkan bahwa ruang ibu menyusNursery Room yakn tempat yang

64 [khsan, Wawancara (Surabaya, 14 April 2023)
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disediakan khusus bagi ibu menyusui dan bayi dengan indikator tersedianya pada
stasiun kelas kecil, sedang maupun besar yang dilengkagardéasilitas sesuai
berdasarkan standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Selain itu penelitjuga mewawancarai 6 penumpayang masih menyusui
yang hendak melakukan perjalanan dengan keretaampjenapengetahuan ruang
laktasi beserta paraturannya serta kendala yang dirasakan saat menyusui diruang
tunggu.Hasil wawancaranya sebagai berikut :
Ibu Sherina selaku narasumber pertdraeasal dari wlingi yang peneliti temui saat
berada di ruang tunggu stasiun yang sedang menunggu kedatangan kereta api

menuju Sidoarjobeliau mengatakan

fiYangsaya tau ruang laktasi itu bilik menyusui tentufigsilitas untuk ibu

dan anak dalam memberikan ASI untuk peraturan perundadgngannya

saya tidak taukendala yang saya alami pastiny@ak nyaman, sebab
sebagawanita yang mengenakan hijab saya malu jika aurat saya teylihat
Anak tidak nyamanadi rewd, kurang terjaganya privasjadi dengan
adanya bilik menyusi sangat membantu saya untuk memberikan ASI pada
anak sayaSelain itbeberapa orang rela menunggu kedatanagn kereta ada
yang 1 jam sebelum keberangkatan atau setenggah jam sebelum
keberangkatanadi diselasela menunggkedatangan tersebut jika anak
rewel dan ingin ASI bisa memberikan ASI dengan makd&imal

Dari keterangan datbu Sherinabahwaruang untuk menyusui ditempat
umum yang beliau pahami yakni bilik menyusui, fasilitas tersedaungatiah
membantu Ibu Sherina dalam memberikan ASInya dengan maksimal sebab sebagai
wanita Muslimah yang mengenakan hijab merasakan tidak nyaman karena takut

jika aurat terlihat, kurang terjaganya privasi serta dengan tidak kondusifnya suasana

85 Sherina, Wawancara (Blitar, 29 Maret 2023)
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membuat anatidak tenang selain itu Ibu Sherina tidak mengetahui peraturan yang

mengatur mengenai penyediaan fasilitas khusus ibu menyusui.

Narasumber kedua yakni Ibu Dibarasal dari wlingi yang peneliti temui saat turun

kereta dari Surabaya yang sedang menungiggyitan, beliau mengatakan :

fiYang saya fahami mengenai ruang laktasi itu ruangan untuk ibu menyusui
bayi dan memerah ASI, peraturannya saya paham mba tepatnya di Undang
Undang kesehatan, kendala yang pasti Hiw alami pastinya tidak
nyaman Malu dilihat orang banyak, takut aurat dilihat lawan jerigigga

saya berharap banget adanya ruang ibu menyusui distasia®f ini

Dari keterangan dari Ibu Dian ruang laktasi merupakan ruangan guna ibu
menyusui bayinya serta memerah/memompa ASI beliau berhahagldi stasiun
kelas 1l WIlingi terdapat ruang laktasi untuk menjaga aurat dari lawan jenis agar
tidak wawas dan nyaman saat menyusui saat berada ditempat umum khususnya
stasiundan Ibu Dian tidak mengetahui jika terdapat peraturan yang mengatur

tentang peyediaan fasilitas khusus ibu menyusui

Narasumber ketiga Ibu Erna berasal dari wlingi yang peneliti temui saat
berada di ruang tunggu stasiun yang sedang menunggu kedatangan kereta api

menuju mojokerto, beliau mengatakan :

nSepengetahuanku itilik menyusuuntukkendala saat saya menyusui di
tempat umunyang pasti tidak nyaman Takut kelihatan auratnyadan
sejauh ini saya juga tidak pernah memompa ASI diruang tunggubegar
harapan saya adanya bilik menyusui distasiun wlingi @alsyaga cunan
weekend aja hari biasa juga ramai para #hu bersama anaknya yang
hendak melakukan perjalanan naik kerdtdu pada jamjam menuju
keberangkatan kereta pasti diruang tunggu ramai orang yang menunggu
bahkantempat duduknya pasti penubndangundangnyaaya ga taa®’

66 Dian, Wawancara (Blitar, 29 Maret 2023)
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Dari keterangan dari Ibu Erna yang beliau ketahui yakni bilik menyisui,
Erna merasa tidak nyaman saat menyusui anaknya saat diruang tunggu sebab
auratnya terlihat, Ibu Erna berharap stasiun wlingi tersedianya ruang laktasi guna
menunjang para ibibu menyusui terlebih pengguna jasa transportasi kerata api
serta Ibu Erndidak mengetahui jika adanya peraturan yang mengatur mengenai

fasilitas khusus menyusui

Narasumber kempatyakni Ibu Capti berasal dari Sanankulon yang perteltiui
saat turun kereta dari blitar kota yang sedang menunggu jemputan, beliau

mengatakan:

AfSaya ngertinya tempat i bu dan anak
memeras ASI dan bisa juga mengganti popok nah dalam hal peraturan saya
tidak tau sama sekalkendalanya pasti gayamandilihat orang apalagi

lawan jenis anak saat diberi ASI kurang nyaman sehingga réwrlsaya

jadi riwveh mbak disaat barang bawaan saya banyak anak! riesak mau

diberi ASI saya mau ga mau harus keluar ruang tunggu untuk mgkema

anak saya trus juga sayakut dicibir(berhijab tapi kok ga malu ya nyusui
anaknya ditempat ramai oranggebab saya berhijalsehingga dengan
dibangunnya tempat menyusui pastinya sangat membantu ibu yakni
menenangkan anak, memberi privasi ibu dan ab&ég menjaga barang
bawaandari pengalaman saya meskipun anak saya sudah bisa minum air
putih menggunakan gelas akan tetapi anak saya momed an kadang

diberi minum air putih mau kadang juga tidak bahkan jauh lebih sering
maunya minum ASI. Kall sedangmenunggu kereta disaat anak saya
sedang membutuhkan ASI saya akan tetapi stasiun sangat penuh dengan
orang yg sama&ama menunggu kedatangan kereta kadang saya kurang
nyaman dan maksimal memberikan ASI di ruang tuotfgu

Dari keterangan dari IbGapti, yang beliau pahami yakni tempat ibu dan
anak melakukan kegiatan menyusui atau memerah ASI serta mengganti popok, Ibu

Capti merasa bahwa tidak nyaman jika menyusui ditempat umum khsusnya ruang

68 Capti, WawancaréBlitar, 02 April 2023)
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tunggu stasiun sebab Ibu Capti takut dicemooh oleh eveanyy yang berada
didalam ruang tunggu sebab beliau mengenakan hijab tapi berani membuka
auratnya sehingga dengan adanya ruang laktasi di stasiun tersebut sangat membantu
Ibu captibukan hanya nyaman akan tetapi bisa menjaga barang bawaan, terjaga
privasi serta anak menjadi lebih tenang selain itu ibu Capti tidak mengetahui jika
terdapat peraturan perundamgdangan yang mengatur mengenai penyediaa

fasilitas khusus menyusui.

Ibu Ella selaku narasumber kelima berasal dari kertosono yang peneliti temui saat
berada di ruang tunggu stasiun yang sedang menunggu kedatangan kereta api

menuju Kertosono, beliau mengatakan :

fAPastinya tempat menyusui bayangan yang sangat dibutuhkan ibu
menyusi saat sitasi yang tidak kondusif apalagi didalam stasiun sebab kan
kita berdampingan dengan orang banyak takutnya jika orang samping kita
sedang sakit yang menular seperti flu takutnya anak saya jadi tertular ini
yang membuat sayalsenarnya tidak nyamanenyusui bayi sayditempat
umummenurut sayaukup pentingadanyafasilitas itukarena itu termasuk
keyamanan ibu dan bayi dan seharusnya stasiun wlingi segera
menyediakan tempat menyusi sesuai kebutuhan penumgeirgumnya
saya tidak pernah tau ini saya baru

Dari keterangan Ibu Captiang beliau pahami yakni tempat menyusui bayi,
menurtu Ibu Ella ruangan tersebut sangatlah penting bukan hanya menjaga privasi
ibu akan tetapi kesehatan arsshain itu Ibu Ella tidak mengetahui jika terdapatnya

peraturan yang mengatur mengenai penyedasilitas khusus menyusui.

Narasumber keenam yakni Ibu Desti berasal dari Wlingi yang peneliti temui saat

turun kereta dari surabaya yang sedang menunggu jemputan, beliau mengatakan

89 Ella, Wawancara (Blitar, 02 April 2023)
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Aruangan untuk menyusui at adepgam me mer
tempat duduk, cuci tangan(wastafel), saya belum tau peraturaunmtys

kendala yang saya rasakan pastiak nyamanAurat dan pastinya anak

kurang nyaman, kurang kondusif sehingga anak jadi resedlarusnya ada

fasilitas itusebab meskipun stasiwlingi tergolong stasiun kelas Il akan

tetapi seluruh kereta dari lokal hingga tujuan Jakarta berhenti maka
kapasitas orang yang menunggu keberangkatan kereta juga semakin
banyak dan kebanyakan orang rela menunggu 15 menit atau 30 menit
hingga 1 jam sebalm keberangakatn kereta agar tidak ketinggalan

kereta’®

Dari keterangan Ibu Desti menurut belilmangan guna menyusui atau
memerah ASI yang dilengkapi dengan tempat duduk hingga tempat cuci
tangan,kendala yang dirasakan oleh beliau yakni kurang kongassimasana
sehingga menyebabkan anaknya mudah rewel saat diberi ASI sehingga beliau
menyarankan jika harusnya distasiun wlingi disediakan ruang khusus menyusui
agar terjaga aurat ibu sehingga terciptanya kenyamanan walaupun rela menunggu
kedatangan keretd0 menit bahkan 1 jam sebelum keberangkatan kereta serta
beliau tidak mengetahui jika terdapat beraturan yang mengatur mengenai
penyediaan fasilitas khusus menyusui.

Berdasarkanketerangan diatas bisa disimpulkan bah@anarasumber
keberadaarasilitas khusus menyusui atau ruang laktasi distasiun kelas Il Wlingi
sangat dibutuhkan oleh para ibu yang masih menyusui serta hanya 1 narasumber
saja yang mengetahui jika terdapatnya peraturan yang mengatur mengenai
penyediaan fasilitas khusus menyudisempat umum khususnya di stasiun selain
itu kendala yang dirasakan oleh mayoritas ibu hampir sama yakni merasa tidak
nyaman karena malu dilihat lawan jenis serta sebagai wanita Muslimah yang

mengenakan hijab takut jika aurat terlihat.

70 Desti, Wawancara (Blitar, 02 April 2023)
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D. Implementasi Penyeliaan Ruang Laktasi Di Stasiun Kelas Il WIingi
Prespektif Teori Efektivitas Hukum Lawrance M. Friedman
Implementasi yaknpelaksana suatu kegiatan karena suatu rancangan yang
sudah terencana sedemikian rupa. Implementasi mempunyai tugas membentuk
sesuatu &ng dengan mudah suatu kebijakan terealisasikan guna mencapai
tujuannya’! Selain itu menurut Lawrance implementasi merupakan kebijakan yang
dibisa dikatkan berjalan dengan melihat 3 unsur yakni substansi hukum, struktur
hukum serta budaya hukufh.
a. Substanshukum
Aturan hukumyang mengatur mengenai pengadaan fasilitas khusus ibu
menyusui/ruang laktasi pad#dap stasiundiatur dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tetang Standar Pelayanan
Minimum Angkutan Orang Degan Kereta apiang menyatakan bahwa :
fiTersedia ruang khusus ibu menyusui yang dilengkapi dengan fasilitas yang

sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indanesia

"t Syahruddin)mplementasi Kdfakan Publik(Bandung: Hikam Media Utama, 20188.
2M. Khoizim,Si st em Hukum. : Prespektif .11l mu Sosial/Lawr
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Gambar 4.8
Lampiran SPM Angkutan Orang Dengan Kereta Api Di Stasiun
| | |

[} |tsssnmu 2 ‘
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68~

Adapun standarruang laktasi yang sesuai dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2019 Tetang Standar Pelayanan
Minimum Angkutan Orang Dengan Kereta api berdasarkan Peraturan Menteri
Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 20Ehtdng Tata Cara
peryediaan Fasilitas Khusus Menyusui Dan/Atau Meméyiatsusu Ibu.

Ruang laktasi didikan pada bangunan bersifat permanen, ruang tersendiri
serta bagian dari tempat pelayanan Kesehatan yang berada ditempat kerja atau
tempat sarana umudan harus memenuhi persyaratan Kesehatan selain itu dalam
penyediaan ruang laktasi saran beserta prasarana harus sesuai dengan standar
minimal dan kebutuhan.

Adapun persyaratan kesehatan yang dimaksud ydknigan ukuran
minimal ruangan 3x4 P terdapat pitu yang mudah untuk dibuka dan dikunci,

berlantai keramik maupun semen ataupun karpet, mempunyai sistem pertukaran
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udara yang baik dan cukup, bebas dari polusi dan kebisingan, mempunyai
penerangan yang baik, mempunyai kelembapan dari 30% maksimal 60% serta
mempunyai wastafel dengan aliran air yang lancer guna mencuci tangan serta
mencucui peralatan.

Selain itu fasilitas ruang laktasi yang terdapat pada tempat sarana umum
minimal terdapat kusi beserta meja, wastafel serta sabun cuci tangan.
b. Struktur hukum

Sebuah peraturan yang dibentuk oleh instansi hukum. Didalam struktur
hukum terdapat aparat hukum yang berguna membuat hukioenl€gislation of
law). PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 8 Surabaya sudah menmiéki
legislation of law(pembuat hukum) mengenai ketersediaan fasilitas khusus ibu
menyusui dibuat oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonegeng
dijadikan pedoman pada tiap stasiun oleh kepala stasitm dipatuhi oleh seluruh
pegawai Namun terdapat aparatur atau pegaveaigybelum menerapkan aturan
tersebut dengan maksimal yang disebabkan kurang pahamnya mengenai aturan
yang berlaku.
c. Budaya hukum

Secara budaya ibu yang sedang masa menyusui membutuhkan fasilitas
menyusui atau ruang laktasi untuk menunjeegyamanan dan keamanan ibu dan
anaknya. Terlebih berdasarkan data wawancara bahwa mayoritas ibu menyusui

pada stasiun kelas Il WIingi berhijab sehingga akan lebih nyaman jika menyusui di

3 peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2013 Tetang Tata @gealidan Fasilitas
Khusus Menyusui Dan/Atau Memerah Air Susu Ibu.
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ruangan khusus tersebut sebab tidak perlu khawatir lagi auratiiyat teleh orang
lain. Selain itu masyarakat sudah memahami bahwa ditempat umum seharusnya
penyelenggara tempat sarana umum menyediakan fasilitas tersebut.

Dari hasil analisis yang peneliti lakukan mengenaiplementasi
penyediaan ruang laktasi dtasiun keladl WIlingi prespektif teori efektivitas
hukumLawrance MFriedman penulis menyimpulkan dalam table sebagai berikut:

Tabel 4.5
Prespektif Teori Efektivitas Hukum Lawrance M. Friedman

Unsur | Penerapan pada Stasiun Kelas Il WIir| Kekurangan
Substans| - Peraturan Menteri  Perhubung
Hukum Repulik Indonesia Nomor PM 6

Tahun 2019 Tentang Stand
Pelayanan  Minimum  Angkuta
Orang Dengan Kereta Api

- Peraturan Menteri Kesehat;
Republik Indonesia Nomor 15 Taht
2013 Tentangrata Cara Penyediag
Fasilitas Khusus Menyusui Dal
Atau Memerah Air Susu lbu

Struktur | - Pembuat hukum : Kementerian - Kurangnya

Hukum Perhubungan Republik Indonesia pengetahuan

- Kepala stasiun : berwenarggeserta pegawai mengeng
mengkoordinasikan seluruh pegav aturan  penyediaa
di Stasiun kelas [IWIlingi agar fasilitas ruang laktas
terjaminnya kelancaran operasiol distasiun

kereta api beserta pelayanan berdasarkan
Kereta Api Indonesia (Perser peraturan yan(
terhadap masyarakat berlaku
Budaya |- Para ibu yang sedang menyu;- Padastasiun kelas I
Hukum membuthkan ruang laktasi ag WIlingi belum

menunjang kenyamanan d terlaksana
keamanan ibu dan anak

- Masyarakat sudah memahami bah
ditempat umum seharusny
penyelenggara tempat sarana um
menyediakan fasilitas tersebut
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BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian mengenai penyediaan ruang laktasi di fasilitas
publik khususnya pada stasiun kelagvlingi yang berdasarkan rumusan masalah
diatas, maka keimpulan mengenai jawaban atas rumusan maslaah sebagai berikut:
1. Berdasarkarkajian implementasiPeraturan Menteri Pleubungan Republik
Indonesia Nomor PM 36 Tahun 2019 Tentang Standar Pelayanan Minimum
Angkutan Orang Dengan Keretpi pada Stasiun kelas [I Wlingbelum
terlaksanadengan baik terlihat dari beberapa data wawancara, observasi dan
data dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
Stasiun kelas Il Wlingitelah menyediakaibeberapa fasilitas publik seperti
ruang tunggu yang dipisah antara penumpang yang hendak naik kereta api serta
penumpang yang turun dari kereta api; tiga toilet terpisah anatara toilet wanita;
toilet pria serta toilet disabilitas selain itu adanya cetiedt tmandiri; kotak
P3K(Pertolongan Pertama Kecelakaan); tabung oksigen; area khusus merokok
serta tempat parkir namun dalam penyediaan ruang laktasi belum tersedia
sebagaimana hasilawancara, observasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh
peneliti yang dsebabkan kurangnya pengetahuan pegawai mengenai aturan
yang berlaku serta keterbatasan ruadghingga dalam aspek penerapannya

belum maksimal.
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2. Berdasarkan analisis peneliienggunakamrespektif teori efektivitas hukum
LawranceM. Friedman diketahui bahwa berdasarkéiga unsurdiantaranya
substansi hukumstruktur hukumdan budaya hukum. Pada unsur substansi
hukum sudah terdapat aturan yang baik karena sudah mengatur secara detail
mengenai seluruh kegiatan beserta fasilitas pada stascaraSguktur hukum
terdapat aparatur pelaksana/pegawai yang belum menerapkan dengan
maksimal. Secara unsur budaya hukum para ibu yang sedang menyusui
membutuhkan ruang laktasi guna menunjang kenyamanan dan keamanan ibu
dan anaknyaserta masyrakat sudah manami dan mengetahui bahwa
seharusnya pada tempat umum menyediakan ruang laktasi namun belum
dilaksanakan. Sehingga berdasarkprespektif teori efektivitas hukum
LawranceM. Friedmanpada stasiun kelas Il Wlingi belum sesuai disebabkan
unsur struktur hukm belum terpenuhi.

B. Saran

Stasiun kelas Il WIlingi merupakan salah satu stasiun kelas kecil yang unik
sebab dijadikan pemberhentian seluruh kereta api yang melewatinya sehingga
membuat banyaknya volume penumpang atau pengguna jasa perkereta apian
hendaknya pada stasiun kelas Il Wlingi menyediakan fasilitas khusus ibu menyusui
atau ruang laktasi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku guna meningkatkan

kenyaman beserta keamargara wanita yang sedang menyusui beserta anaknya.
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Nomor : B- 5526 /F.Sy. 1/TL.01/02/2023 Malang, 02 Maret 2023
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth.

Direktur PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop § Surabaya
JI. Gubeng Masjid No. 39, Pacar Keling, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya, Jawa Timur
60131

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama - Saydatin AinunFiya
NIM - 19210007
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Penyediaan Ruang Laktasi Di Fasilitas Publik (Studi di Stasiun Kelas 11 Wlingi
Kabupaten Blitar), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

N
Scan Untuk Verifikasi WWakil Dekap Bidang Akademik.

-

Tembusan :

1.Dekan
2 Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3 Kabag. Tata Usaha



68

Balasan Surat Penelitian

K i

Nomor ¢ KE.105/111/77/KA-2023 20 Maret 2023
Sifat ¢ Terbatas

Lampiran 1 (satu) set

Yth.

LUQMAN ARIF

Manager Hubungan Masyarakat Daerah Daop VIl Surabaya PT Kereta Api Indonesia (Persero)

di

Tempat

Perihal : Surat Pengantar Pelaksanaan Penelitian a.n. Saydatin Ainunfiya dari UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang

1. Menunjuk:

a. Surat Keputusan Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor KEP.M/KKE.105/VIII/1/KA-
2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Praktek Kerja Lapangan, Survey, Observasi,
Penyebaran Kuisioner dan Penelitian di Lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero);

b. Surat Kilat Direksi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Nomor um.202/iii/2/ka-2015 tanggal 05
Maret 2015 tentang tertib pengaturan pelaksanaan praktek kerja lapangan dan studi banding;

c. Surat dari UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG Nomor : B-5526/FEK.1/PP.00.9/03/2023
Tanggal 2 Maret 2023 Perihal Permohonan Penelitian.

d. Hasil Konfirmasi Penerimaan Mahasiswa/i Penelitian dari SDM Daop VIl Surabaya.

2. Sehubungan Dengan Hal tersebut di atas, bersama ini kami hadapkan Mahasiswa/i sebagai berikut:

No NAMA NIM/NIS UNIT TUJUAN
1 Saydatin Ainunfiya 19210007 Operasi & Humasda

Untuk melaksanakan Penelitian, Selanjutnya mohon bantuan agar menunjuk seorang pegawai untuk
mendampingi mahasiswa/i dimaksud dalam menyelesaikan tugas Penelitian terhitung mulai tanggal 1
April 2023 s.d 31 Mei 2023.

3. Dalam rangka antisipasi penyebaran virus corona (Covid-19) kepada mahasiswa/i yang
bersangkutan diwajibkan untuk menunjukan Surat Keterangan hasil rapid test non reaktif / swab
PCR negative / sertifikat vaksin, apabila berada di lingkungan kantor.

4. Setelah pelaksanaan tugas selesai, mahasiswa/i diwajibkan mengirim laporan hasil kegiatan ke
kantor Pusdiklat PT KAl (Persero). laporan hasil kegiatan dapat berupa makalah dan dikirimkan
melalui email ke tu.pusdiklat@kai.id atau dikirim langsung ke alamat JI. Laswi No.23 Kel Kacapiring
Kec. Batununggal Kota Bandung, Kode Pos: 40271.

5. Demikian disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Sesual dengan P 3 yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronlk sehingga
tidak diperiukan tanda tangan dan stempel basah,

www.kal.id



PT Kereta Api Indonesia (Persero)
Pendidikan & Latihan

Manager of Administration and Facility

Tembusan Eksternal:
1. Wakil Dekan Bidang Akademik UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Mahasiswa/i yang bersangkutan

Tembusan Internal:

. Manager Hubungan Masyarakat Daerah LUQMAN ARIF

. Manager Sumber Daya Manusia dan Umum WAWIK SUHARJONO
. Assistant Manager Internal ERLANGGA BUDI LAKSONO

. Assistant Manager Sumber Daya Manusia AGUS WIDODO

. Pelaksana Internal Humasda RR.SHINTA BUDIASTUTI

. Pelaksana Sumber Daya Manusia TATUM BERLIAN
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Lampiran :

1. Saydatin.pdf

2. Peraturan Pelaksanaan PKL atau Studi Banding.pdf

3. KEP-M-KE-105-VIII-1-KA-2016 (Pedoman Penyelenggaraan PKL, Survey, Observasi, Penyebaran
Kuisoner dan Penelitian di PT KAI).pdf

Sesual dengan k yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga
tidak diperiukan tanda tangan dan stempel basah
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Pedoman WawancaraPegawai

1.

2.

4.

Bagaimana menurut bapak mengenai fasilitas khusus menyusui pada stasiun ?

Pedomanmmana yang dipegang oleh pihak stasiun dalam penyediaan seluruh

fasilitas pada stasiun ?

Mengapa pada stasiun kelas Il WIingi tidak terdapat fasilitas khusus ibu

menyusui/ ruang laktasi padahal stasiun tersebut tergolong stasiun yang unik ?

70

Apakah hambatadalam menyediakan fasilitas khusus tersebut ?

Jawaban WawancaraPegawai

Pertanyaan

Jawaban

Bagaimana menurut bapak menge
fasilitas khusus menyusui pal
stasiun ?

. Pak Marji

. Paklkhsan

fiMenurut saya yakni fasilita
untuk ibu menyusui anak até
bayinya

fiRuangan bagi ibu menyus
atau mengganti popok anaknya

Pedoman mana yang dipegang @
pihak stasiun dalam penyedia
seluruh fasilitas pada stasiun ?

. Pak Marji

. Pak Ikhsan

fBerdasarkan Peratural
Menteri Perhubungan Republ
Indonesia Nomor Pm 9 tahu
2011Tentang Standar Pelayang
Minimum Untuk Angkutan Oran
dengan Kereta Api

nBerdasarkan Peraturan
Menteri Perhubungan Republ
Indonesia Nomor 63 Tahun 20]

tidak terdapat fasilitas khusus i
menyusui/ ruang laktasi padal
stasiun tersebut tergolong stasi
yang unik ?

Tetang Standar Pelayang

Minimum  Angkutan  Oran

Dengan Kereta
Mengapa padstasiun kelas [l Wling| 1. Pak Matrji

AUntuk sementara ini yan
mempunyai ruang laktasi adals
stasiun besar dan sedang (Ke
1) yang berdasad&n SPM
(Standar pelayanan minima
atau PM Nomor 33 Tahun 201
untuk stasiun  wlingi sendil
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. Pak Ikhsan

tergolong stasiun kelas Il yan
mana stasiun tersebut masih ik
kelas kecil dan dalam PN
tersebut tidak difasilitasi ruan
laktasi selain itu jugs
keterbatasan ruagan akan
tetapi distasiun ini dijadikar
tempat naik dan turunnya sem
penumpang kereta dari kere
lokal hingga kereta jarak
jauh/antar kota

fiBiasanya tidak adany
komunikasi berupa surg
tembusan dari kepala stasiun
kantor pusat agar ditidak
lanjuti, selain itu menyediaka
ruang laktasi tidak melulu haru

berdasarkan SPM(Stand:
pelayanan minimum) akan teta
dilihat dari kebutuhan

masyarakat, apakah masyarak
butuh dan apakah masyarakat
nyaman jika menyusui di ruar
tunggu. Untuk mgawab
keresahan dari masyaraki
khususnya penggur
transportasi angkutan kereta a
seharusnya kepala  stasit
mengirim surat tembusan kepa
kantor pusat agar ditinda
lanjuti. Jika terdapat
keterbatasan ruang biasany
pihak stasiun harus merelaké
salah satu ruang yang tida
terlalu berguna untuk dialik
fungsikan sebagai ruang laktas

Apakah
menyediakan
tersebut ?

hambatan
fasilitas

dala|
khust

. Pak Mariji

. Pak Ikhsan

fiKeterbat asan
pastinyao

ARuang yang te
tidak adanya surat tembusal
mengenai penambahan rua
ataupun alih fungsi ruang
Dengan surat tembusan bese
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kebutuhan masyrakat menger
adaya fasilitas tersebut terseb
maka kantor pusat bis
mengupayakan pendiria
fasilitas Kkhus

PedomanWawancara Penumpang

1.

2.

Apa yang ibu/mbak ketahui mengenai ruang laktasi ?

Apakah ibu/mbak mengetahui mengenai peraturan peruadatengan yang
mengatur mengenai penyediaan fasilitas khusus menyusui di tempat umum
khusunya pada stasiun ?

Apakah ibu/mbakiyaman saat menyusui diruang tunggu stasiun ?

. Kendala apa saja yang ibu/mbak rasakan saat menyusui di ruang tunggu stasiun

?
Seberapa perlu dan pentingnya fasilitas khusus ibu menyusui/ruang laktasi bagi

ibu/mbak ?

Jawaban Wawancara Penumpang

Pertanyaan Jawaban
Apa vyang ibu/mbak ketah( 1. Ibu Sherina
mengenai ruang laktasi ? i Y a saya tau ruang laktasi it

bilik menyusui tentunya fasilitg
untuk ibu dan anak dalar
memberikan ASI
2. lbu Dian
i #ng saya fahami mengenai rua
laktasi itu ruangan untuk ib
menyusui bayi dan memerah ASI
3. lbuErna
NnSepenget ahua bilk
menyusLo
4. Ibu Capti
fiSaya ngertinya tempat ibu dé
anak melakukan kegiatan menyu
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. Ibu Ela

. Ibu Desti

atau memeras ASI| dan bisa ju
mengganti popak

i Rstinya tempat menyusui bayi

i Rangan untuk menyusui ataup
memerah ASI vyang dilengka
dengan tempat duduk, cu
tangan(wastafef

Apakah ibu/mbak mengetah
mengenai peraturan perundai
undangan yang mengat
mengenai penyediaan fasilit
khusus menyusui di tempat umy
khusunya pada stasiun ?

. Ibu Sherina

. lbu Dian

. IbuErna

. lbu Capti

. IbuEla

. Ibu Desti

AUntuk  peraturan  perundang
undangannya saya tidak tau

i Rraturannya saya paham mi
tepatnya di UndandgJndang
kesehatano

fiUndangundangnya saya ga tau

i Mh dalam hal peraturan say
tidak tau sama sekali

fi 8belumnya saya tidak pernah t
ini saya baru dengar bahwa ac
peraturannya

fi 8ya belum tau peraturannga

Apakah ibu/mbak nyaman sa

menyusui diruang tunggu stasi
?

. Ibu Sherina
. IbuDian

. Ibu Erna

. lbu Capti

. IbuEla

. lbu Desti

i Bstinya tdak nyaman

fiTidak nyaman

ATi dak nyamano
ATi dak nyamano
i S a ylenasya tidak nyaman

AfSaya r a stidak myamamp

Kendala apa saja yang ibu/mb
rasakan saat menyusui di rug
tunggu stasiun ?

. Ibu Sherina

fiKendala yang saya alami pastiny
tidak nyaman, sebab sebageanita
yang mengenakan hijab saya mg
jika aurat saya terlihgtAnak tidak
nyaman jadi rewel, kurang
terjaganya privasb
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. Ibu Dian

. IbuErna

. lbu Capti

. IbuEla

. lbu Desti

AfnKendal a vy abuglang
pastinya tidak nyamarMalu dlihat
orang banyak, takut aurat dilihg
lawan jeni®

i Pas tidak nyaman Takut
kelihatan auratnyadan sejauh in
saya juga tidak pernah memom
ASI diruang tunggu juga

AKendal anya nygmar
dilihat orang apalagi lawan jenis
anak saat diberi ASI kurang nyamg
sehingga rewekan saya jadi riwel
mbak disaat barang bawaan sa
banyak anak rewel tidak mau dibe
ASI| saya mau ga mau harus kely
ruang tunggu untuk menenagk
anak saya trus juga saydakut
dicibir(berhijab tapi kok ganalu ya
nyusui anaknya ditempat ram
orang)sebab saya berhijab

AnTi dak kondusi f
stasiun sebab kan kita berdamping
dengan orang banyak takutnya ji
orang samping kita sedang sa
yang menular seperti flu takutny
anak sayajadi tertular ini yang
membuat saya ebenarnya tidak
nyaman menyusui bayi say
ditempat umui

AUntuk kendal a
pasti tidak nyaman Aurat dan
pastinya anak kurang nyama
kurang kondusif sehingga anak jg
reweb

Seberapa perlu dapentingnya
fasilitas khusus iby
menyusui/ruang laktasi  baj
ibu/mbak ?

. Ibu Sherina

ADengan adanya

sangat membantu saya unt
memberikan ASI pada anak say
Selain itu beberapa orang relg
menunggu kedatanagn kereta g
yang 1 jam sebelum kelangkatan
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. IbuEla

atau setenggah jam sebell
keberangkatan jadi diselsela
menungglkedatangan tersebut jik
anak rewel dan ingin ASI bis
memberikan ASI dengan maksitg

. IbuDian
inSaya rasa pent
ruang I bu menyu
. IbuErna

fiBesar harapan saya adanya bi
menyusui  distasiun  wlingi ir]
soalnya ga cuman weekend aja h
biasa juga ramai para ibubu
bersama anaknya yang hend
melakukan perjalanan naik kere
lalu pada jamjam  menuju
keberangkatan kereta pasti dirual
tunggu ranai orang yang menungg
bahkan tempat duduknya pas
penuld

. Ibu Capti
iSehingga deng:q
tempat menyusui pastinya san(
membantu ibu yakni menenangk
anak, memberi privasi ibu dan ans
bisa menjaga barang bawaarari
pengalaman saya meskipumak
saya sudah bisa minum air put
menggunakan gelas akan tetapi ar
saya mood mood an kadang dibe
minum air putih mau kadang jug
tidak bahkan jauh lebih serin
maunya minum ASI. Kal sedang
menunggu kereta disaat anak sg
sedang membutuhkan ASkaaakan
tetapi stasiun sangat penuh deng
orang yg sam&ama menungg
kedatangan kereta kadang sa
kurang nyaman dan maksim
memberikan ASI di ruang tunggyu

AMenur ut ukuga pemting
adanya fasilitas itu karena itu
termasuk keyamanan ibu darayb
dan seharusnya stasiun wlin
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. lbu Desti

segera menyediakan tempat meny
sesuai kebutuhan penumpang

fSeharusnya adéasilitas itu sebab
meskipun stasiun wlingi tergolor
stasiun kelas 1l akan tetapi selury
kereta dari lokal hingga tujua
Jakarta behenti maka kapasita
orang yang menungg
keberangkatan kereta juga sema
banyak dan kebanyakan orang re
menunggu 15 menit atau 30 me
hingga 1 jam sebelun
keberangakatn kereta agar tidg
ketinggalan kereta




Lampiran Foto Wawancara
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Peraturan

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 63 TAHUN 2019
TENTANG
STANDAR PELAYANAN MINIMUM

ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.

Mengingat

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api telah ditetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun
2015 tentang Standar Pelayanan Minimum Angkutan
Orang dengan Kereta Api;

bahwa dengan adanya perkembangan teknologi di bidang
Perkeretaapian, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 48 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Minimum
Angkutan Orang dengan Kereta Api sudah tidak sesuai
lagi dengan kebutuhan hukum saat ini sehingga perlu
disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Standar

Pelayanan Minimum Angkutan Orang dengan Kereta Api;

Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
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Menetapkan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG STANDAR
PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA

APIL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

j

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas
barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang
disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri
atas prasarana, sarana, dan sumber daya manusia, serta
norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk

penyelenggaraan transportasi Kereta Api.

81



10.

L1.

12;

13.

Kereta Api adalah sarana Perkeretaapian dengan tenaga
gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan
dengan sarana Perkeretaapian lainnya, yang akan
ataupun sedang bergerak di jalan rel yang terkait dengan
perjalanan Kereta Api.

Prasarana Perkeretaapian adalah jalur Kereta Api,
stasiun Kereta Api, dan fasilitas operasi Kereta Api agar
Kereta Api dapat dioperasikan.

Angkutan Kereta Api adalah kegiatan pemindahan orang
dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan
Kereta Api.

Stasiun Kereta Api adalah tempat pemberangkatan dan
pemberhentian Kereta Api.

Penyelenggara Sarana Perkeretaapian adalah badan
usaha yang mengusahakan sarana Perkeretaapian
umum.

Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian adalah pihak
yang menyelenggarakan Prasarana Perkeretaapian.
Pengguna Jasa adalah setiap orang yang menggunakan
jasa angkutan Kereta Api.

Standar pelayanan minimum yang selanjutnya disingkat
SPM adalah ukuran minimum pelayanan yang harus
dipenuhi oleh penyedia layanan dalam memberikan
pelayanan kepada pengguna jasa, yang harus dilengkapi
dengan tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas
pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyedia layanan
kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang
berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

SPM Angkutan Orang Dengan Kereta Api adalah SPM
yang diperuntukkan bagi pelayanan penumpang Kereta
Api.

Maklumat Pelayanan adalah pernyataan tertulis yang
berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang
terdapat dalam standar pelayanan.

Jaringan Pelayanan Perkeretaapian adalah gabungan

lintas - lintas pelayanan Perkeretaapian.
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19.

20.

21.

Perkertaapian Antarkota adalah Perkeretaapian yang
melayani perpindahan orang dan/atau barang dari satu
kota ke kota yang lain;

Perkeretaapian Perkotaan adalah Perkeretaapian yang
melayani perpindahan orang di wilayah perkotaan
dan/atau perjalanan ulang alik;

Mass Rapid Transit yang selanjutnya disingkat MRT
adalah angkutan massal Perkeretaapian yang
menggunakan Kereta Api berat, sistem pengoperasian
elektrik, beroperasi pada jalurnya sendiri yang tidak
dapat diakses oleh pejalan kaki dan kendaraan apapun
lainnya.

Light Rail Transit yang selanjutnya disingkat LRT adalah
angkutan Perkeretaapian menggunakan Kereta Api
ringan, sistem pengoperasian elektrik, beroperasi pada
jalurnya sendiri yang tidak dapat diakses oleh pejalan
kaki dan kendaraan apapun lainnya.

Kereta Api Bandara adalah Kereta Api yang melayani
dari/menuju Bandara.

Keterlambatan adalah suatu keadaan perjalanan Kereta
Api lewat dari waktu yang ditentukan, seperti
keterlambatan  keberangkatan atau keterlambatan
kedatangan.

Penumpang dengan Kebutuhan Khusus adalah
penumpang  karena  kondisi fisiknya dan/atau
permintaan khusus penumpang yang memerlukan
fasilitas dan perlakuan khusus, seperti penyandang
disabilitas, lanjut usia, wanita hamil, menggendong anak
dan orang sakit.

Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang
mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental,
dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami
hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara
penuh dan efektif dengan warga negara lainnya

berdasarkan kesamaan hak.
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22. Lanjut Usia adalah penumpang yang telah mencapai usia
60 tahun ke atas.

23. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang Perkeretaapian.

24. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas

dan tanggung jawabnya di bidang Perkeretaapian.

Pasal 2
(1) Pelayanan penumpang Kereta Api harus memenuhi SPM.
(2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
acuan bagi Penyelenggara Prasarana Perkeretaapian
dan/atau Penyelenggara Sarana Perkeretaapian dalam

memberikan pelayanan kepada pengguna jasa.

Pasal 3
SPM Pelayanan penumpang Kereta Api terdiri atas:
a. SPM di stasiun Kereta Api; dan
b. SPM dalam perjalanan.

BAB 11
SPM DI STASIUN KERETA API

Pasal 4

SPM di stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a disusun berdasarkan pada:

a. kelas stasiun untuk pelayanan Kereta Api antarkota,
Kereta Api jarak dekat, dan Kereta Rel Diesel; dan

b. jumlah rata-rata penumpang yang dilayani setiap hari
untuk pelayanan Kereta Rel Listrik, LRT, MRT, dan
Kereta Api Bandara.

Pasal 5
(1) SPM di stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 paling sedikit mencakup:
a. keselamatan;
b. keamanan;

c. kehandalan;
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(1)

()

(1)

d.

€.

f.

kenyamanan;
kemudahan; dan

kesetaraan.

SPM di stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) tercantum dalam Lampiran angka I dan angka II

yang merupakan bagian tidak terpisahkan

Peraturan Menteri ini.

BAB III
SPM DALAM PERJALANAN

Pasal 6

dari

SPM dalam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf b terbagi atas pelayanan:

a.
b.

C.

Perkeretaapian antarkota;
Perkeretaapian perkotaan yang meliputi:

Kereta Api jarak dekat;

2. Kereta Rel Diesel;
3. Kereta Rel Listrik;
4. LRT; dan
5. MRT; dan

Kereta Api bandara.

SPM dalam perjalanan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(1) paling sedikit meliputi aspek:

a. keselamatan;
b. keamanan;
c. kehandalan;
d. kenyamanan;
e. kemudahan; dan
1 kesetaraan.
Bagian Kesatu
Angkutan Kereta Api Perkotaan
Pasal 7
Penyelenggara Sarana Perkeretaapian

harus

menyediakan formulir informasi keterlambatan kepada
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penumpang dalam hal terjadi keterlambatan
keberangkatan dan/atau kedatangan perjalanan Kereta
Api paling singkat 15 (lima belas) menit.

Jika terjadi keterlambatan keberangkatan perjalanan
terjadwal pada stasiun Kereta Api keberangkatan lebih
dari 1 (satu) jam, setiap penumpang mendapatkan
kompensasi dalam hal penumpang melakukan
pembatalan transaksi perjalanan.

Keterlambatan keberangkatan perjalanan terjadwal
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diakibatkan oleh
kekusutan perjalanan dan/atau keadaan kahar Kereta
Api perkotaan.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku dalam hal penyelenggara sarana Perkeretaapian
telah memberitahukan terjadi keterlambatan dan
penumpang tetap memilih menggunakan jasa Kereta Api
perkotaan.

Dalam hal penumpang membatalkan transaksi
perjalanan setelah mendapatkan informasi
keterlambatan jadwal keberangkatan Kereta Api,

penumpang mendapatkan kompensasi.

Bagian Kedua
Angkutan Kereta Api Antarkota

Pasal 8

Dalam hal terjadi keterlambatan perjalanan Kereta Api
antarkota, penyelenggara sarana harus mengumumkan
alasan keterlambatan kepada calon penumpang secara
langsung atau melalui media pengumuman paling
lambat 45 (empat puluh lima) menit sebelum jadwal
keberangkatan atau sejak pertama kali diketahui adanya
keterlambatan.

Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan pada setiap stasiun Kereta Api keberangkatan.
Pengumuman penundaan terhadap perjalanan Kereta

Api antarkota dengan waktu yang dianggap cukup bagi
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calon penumpang untuk menunda kedatangannya di

stasiun Kereta Api keberangkatan, dapat dilakukan

secara langsung, melalui telepon, atau pesan layanan

singkat.

Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan

perjalanan terjadwal Kereta Api antarkota, setiap

penumpang mendapatkan kompensasi.

Dalam hal keterlambatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) lebih dari 1 (satu) jam, penumpang dapat

membatalkan  tiket dan mendapat kompensasi

pengembalian seluruh biaya karcis.

Dalam hal penumpang tidak membatalkan tiket,

perthitungan kompensasi dilakukan sebagai berikut:

a. keterlambatan lebih dari 1 (satu) jam wajib
diberikan minuman ringan; dan

b. keterlambatan lebih dari 3 (tiga) jam wajib diberikan
minuman dan makanan ringan berat.

Kompensasi dapat diberikan di stasiun keberangkatan

dengan ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dan ayat (6).

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak

berlaku dalam hal penyelenggara sarana Perkeretaapian

dalam waktu 2 (dua) jam dari jadwal pemberangkatan

telah menyediakan Kereta Api atau moda angkutan darat

lainnya sebagai pengganti dengan kelas pelayanan yang

sama menuju stasiun tujuan.

Dalam hal terdapat hambatan atau gangguan dalam

perjalanan Kereta Api yang mengakibatkan

keterlambatan datang di stasiun Kereta Api tujuan pada

perjalanan Kereta Api antarkota, setiap penumpang

mendapatkan kompensasi berikut:

a. wajib diberikan minuman dan makanan ringan pada
jam ketiga keterlambatan;

b. wajib diberikan minuman dan makanan berat pada

jam kelima keterlambatan; atau
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(11)

(1)

()

c. penumpang dapat memilih melanjutkan perjalanan
atau beralih ke moda lain dan penumpang
mendapat penggantian uang karcis.

Dalam hal terdapat hambatan atau gangguan dalam

perjalanan Kereta Api antarkota yang mengakibatkan

Kereta Api tidak dapat melanjutkan perjalanan sampai

stasiun Kereta Api tujuan, penyelenggara sarana

Perkeretaapian wajib:

a. menyediakan angkutan dengan Kereta Api lain atau
moda transportasi lain sampai stasiun Kereta Api
tujuan; atau

b. memberi ganti kerugian senilai harga karcis yang
dibeli.

Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak

diberikan kepada penumpang yang mengalami

keterlambatan kedatangan Kereta Api akibat
keterlambatan keberangkatan tanpa adanya hambatan

atau gangguan perjalanan Kereta Api antarkota.

Bagian Ketiga
Angkutan Kereta Api Bandara

Pasal 9

Dalam hal terjadi keterlambatan keberangkatan

perjalanan terjadwal Kereta Api bandara lebih dari 15

(ima belas) menit pada stasiun Kereta Api

keberangkatan, berhak melakukan pembatalan

perjalanan dan mendapatkan kompensasi berupa
penggantian kerugian senilai harga karcis.

Dalam hal terjadi keterlambatan perjalanan Kereta Api

bandara:

a. penyelenggara sarana  Perkeretaapian  harus
menyediakan alternatif moda lain menuju stasiun
tujuan yang biayanya ditanggung oleh
penyelenggara sarana Perkeretaapian; atau

b. penumpang dapat membatalkan karcis dan

mendapat pengembalian seluruh biaya karcis.
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(3) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku dalam hal penyelenggara sarana Perkeretaapian
telah memberitahukan akan terjadinya keterlambatan
dan penumpang tetap memilih menggunakan jasa Kereta
Api tujuan ke bandara.

(4) Kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
berlaku apabila penumpang berangkat dengan waktu
kedatangan di stasiun bandara kurang dari 2 (dua) jam

dari waktu keberangkatan pesawat.

Pasal 10
SPM dalam perjalanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
tercantum dalam Lampiran angka III yang merupakan bagian

tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB IV
PENUMPANG BERKEBUTUHAN KHUSUS

Pasal 11

(1) Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian
wajib melaksanakan pelayanan bagi pengguna jasa
berkebutuhan khusus.

(2) Dalam melaksanakan pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Penyelenggara Prasarana dan/atau Sarana
Perkeretaapian harus menyediakan sarana dan prasarana
layanan yang aksesibel bagi pengguna jasa berkebutuhan

khusus.

Pasal 12
Aksesibilitas bagi pengguna jasa berkebutuhan khusus pada
sarana Perkeretaapian dan prasarana Perkeretaapian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ditetapkan sesuai
karakteristik masing-masing sebagaimana tercantum dalam
Lampiran angka I, angka II, dan angka IIl yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 13
Penyelenggara sarana dan prasarana Perkeretaapian wajib
menyediakan personil atau sumber daya manusia yang dapat
membantu pengguna jasa berkebutuhan khusus dengan
dibekali pelatihan terkait pelayanan bagi pengguna jasa
berkebutuhan khusus, baik sarana maupun di prasarana

Perkeretaapian.

BAB V
PENYUSUNAN DAN PENERAPAN
STANDAR PELAYANAN MINIMUM

Pasal 14
(1) Badan usaha penyelenggara sarana Perkeretaapian dan
penyelenggara prasarana Perkeretaapian dalam
menerapkan SPM harus menyusun standar operasional
prosedur dalam bahasa Indonesia.
(2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) yang telah ditetapkan dilaporkan kepada

Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 15

(1) Penyelenggara sarana Perkeretaapian dan penyelenggara
prasarana Perkeretaapian dalam menerapkan SPM yang
telah ditetapkan harus membuat dan melaksanakan
Maklumat Pelayanan.

(2) Maklumat pelayanan harus dipublikasikan secara jelas
dan luas melalui media massa, media sosial, dan
publikasi secara langsung dengan dipasang pada tempat
yang mudah dibaca di semua stasiun penumpang.

(3) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus
sudah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak
SPM diberlakukan.
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BAB VI
PENGAWASAN
Pasal 16

Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan pengawasan
terhadap penerapan SPM angkutan orang dengan Kereta
Api sesuai kewenangan sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan.

Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan evaluasi
pelaksanaan SPM paling sedikit 2 (dua) kali dalam
setahun.

Masyarakat berhak memberikan saran dan masukan
terhadap pelaksanaan SPM secara lisan atau tertulis

kepada Menteri dan/atau melalui Direktur Jenderal.

Pasal 17

Dokumen Penerapan, mekanisme penilaian, dan pengawasan

SPM angkutan orang dengan Kereta Api ditetapkan oleh

Direktur Jenderal.

BAB VII
SANKSI

Pasal 18

Penyedia jasa yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi

sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, pemenuhan

Fasilitas dan SOP yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara

Prasarana dan/atau Sarana Perkeretaapian harus disesuaikan

dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun

sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.
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BAB IX
PENUTUP

Pasal 20
Pada saat Peraturan Menteri ini diundangkan, Peraturan
Menteri Perhubungan Nomor PM 48 Tahun 2015 tentang
Standar Pelayanan Minimum Untuk Angkutan Orang Dengan
Kereta Api (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

92



= §4i

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Oktober 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2019

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1210
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR PM 63 TAHUN 2019

TENTANG  STANDAR

PELAYANAN MINIMUM

ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API

L STANDAR PELAYANAN MINIMUM ANGKUTAN ORANG DENGAN KERETA API DI STASIUN

PELAYANAN KERETA API ANTARKOTA DAN KERETA API PERKOTAAN
(KERETA API JARAK DEKAT DAN KRD)

lain:
* Fasilitas obat-

* Minimal 1 (satu)
unit Kursi Roda
layak pakai

* Minimal 1 (satu)
unit Tandu layak
pakai

+ Pos kesehatan (Poskes)
beserta fasilitas obat-
obatan, petugas
paramedis, dan fasilitas
kerja (stetoskop, Tensi
Meter, Tempat tidur
pasien)

* Minimal 2 (dua) unit
Kursi Roda layak pakai

* Minimal 2 (dua) unit
Tandu layak pakai

TOLAK UKUR
NO JENIS PELAYANAN URAIAN INDIKATOR
STASIUN KECIL STASIUN SEDANG STASIUN BESAR
R a. Informasi dan Ketersediaan Informasi | * Ketersediaan Informasi dan Informasi dan peralatan | Informasi dan peralatan | + APAR belum kadaluwarsa
fasilitas dan peralatan + Jumiah peral mudah mudah dan dilengkapi indikator
kasaamatary penyelamatan darurat | * Kondisi mudah terlihat dan | terlihat dan terjangkau, terlihat dan terjangkau, petunjuk jarum tekanan
dalam bahaya tedangkau, antara | antara lain: antara lain: . ::x;’:;‘g‘; i
(kebakaran, kecelakaan, tain: disesualkan dengan kondis
atau bencana alam) * At pemadam kebakaran | + Alat pemadam kebakaran | et SO
+ Alat pemadam {(APAR) ukuran kecil dan (APAR) ukuran kecil + Periengkapan &
Kebakaran (APAR) ukuran besar, yang. (APAR) dan ukuranbesar, | © ZOUEIR L
ukuran kecil dan dilengkapi informasi yang dilengkapi informasi * 2
sl i ezl ik hydrant, ire olarm dan
dilengkapi informasi |  tersedia di: tersedia di: sejenisnya hanya untuk
masa kadaluwarsa, | - Ruangtidakbertiket | - Ruangtidakbertiket | bangunan stasiun baru yang
dan tersedia di: dalam stasiun minimal dalam stasiun minimal | dibangun di atas tahun
-16-
TOLAK UKUR
NO JENIS PELAYANAN URAIAN INDIKATOR
STASIUN KECIL STASIUN SEDANG STASIUN BESAR HETERAN
" Ruangtidak 2 (dua) unit APAR 2(dua) unit APAR 2019, Stasiun yang
bertiket dalam ukuran 3Kg; ukuran 3 Kg; dibangun sebelum tahun
:ﬂ:u;n n:in:;:; - 3 37'2: :;m::: minimal | - ‘A‘ru aﬂ)ﬁkﬂ zi;;imal 2019 dapat dilakukan
(satu) unit (tiga) unit Alat (empat) unit
ukuran 3Kg; m:dam Api ukuran Pemadam Apiukuran |  PerYesusian bertahap
<. e Btk 10Kg 10Kg sesuai dengan situasi dan
minimal 2 (dua) | * Petunjukjalur dan * Petunjuk jalur dan kondisi.
unit Alat prosedur evakuasi; prosedur evakuasi;
Pemadam Api * Nomor-nomor telepon * Nomor-nomor telepon
ukuran 10 Kg darurat i; | darurat all;
« Petunjuk jalur dan dan + Tombol alarm untuk
prosedur evakuasi; | * Tombol alarm untuk kondisi darurat; dan
* Nomor-nomor kondisi darurat. * Sistem pemadaman
telepon darurat kebakaran untuk
(emergency call). bangunan fasilitas umum
(smoke detector,
springkler, hydrant, fire
alarm).
R b Informasi dan . fasiltas | Informasi dan f fasilitas
fasilitas kesehatan | dan fasilitas kesehatan | * Jumlah kesehatan yang yang mudah
untuk penanganan mudah terlihatdan | terlihat dan terjangkau, terlihat dan terjangkau,
keadaan darurat terjangkau, antara antara la antara lain:

* Pos kesehatan (Poskes)
beserta fasilitas obat-
obatan, petugas
‘paramedis, dan fasilitas
kerja (stetoskop, Tensi
Meter, Tempat tidur
pasien)

* Minimal 3 (tiga) unit
Kursi Roda layak pakai

* Minimal 2 (dua) unit
‘Tandu layak pakai
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3. Fasilitas
keamanan

Fasiltas keamanan
merupakan peralatan
untuk mencegah
tindakan kriminal

* Jumiah

e
TOLAK UKUR
NO JENIS PELAYANAN URAIAN INDIKATOR
STASIUN KECIL STASIUN SEDANG STASIUN BESAR
+ Minimal 1 (satu) + Minimal 2 (dua) Tabung | + Minimal 3 (tiga) Tabung
Tabung oksigen Oksigen berat minimal Oksigen berat minimal
berat minimal 0,5 0,5m3. 0,5m3.
m3.
R < Lampu o h Tersedia lampu Tersedia Tersedia lampu Dik stasiun
sumber cahaya di wesel dengan
untuk mencegah intensitas cahaya ‘minimal 200 lux. minimal 200 lux. tertutup
potensi tindakan minimal 200 lux.
kriminal
8 d. Peron Merupakan lantai . i + Celah (gap) ant * Celah (gap) antaratepi | + Celah (gap) antaratepi | Celah/gap peron — pintu
stasiun yang sejajar * Kondisi tepi peron dengan peron dengan badan peron dengan badan kereta maksimal: 20 cm.
dengin tantal karets; badan keretatidak | kereta tidak kereta tidak
berfungsi sebagai kel kdi |+ Untuk selisih ketinggian > 20
anak di bawah umur | bawah umur serta bawah umur serta cm, sementara dapat
AEmpst Bingg dan serta penumpang. penumpang yang penumpang yang disediakan bancik atau ramp
aksesibilitas yang menggunakan ‘menggunakan kursi roda Passus yang
penumpang naik/turun. kursi roda serta; serta; serta; ‘mulai dibangun tahun 2019
« Selisih Ketinggian | + Selisih Ketinggian lantai | + Selisih Ketinggian lantai fovel Farus sefefar sntars
lantai peron stasiun | peron stasiun 20 cm peron stasiun 20 cm peron dan lantai kereta,
20 cm dengan lantai | dengan lanta kereta; dengan lantai kereta; « Safety line tidak licin,
kereta; + Lantai Peron stasiun + Lantai Peron stasiun o Safety line minimal 35 cm
+ Lantai Peronstasiun | bebas dari kegiatan bebas dari kegiatan dorttepi peron.
bebas dari kegiatan |  komersial, tidak licin dan |  komersial, tidak licin dan
komersial, tidak licin | tidak tergenang air, serta | tidak tergenang ai, serta
dan tidak tergenang | dilengkapi dengan: dilengkapi dengan:
air, serta dilengkapi | e Marka * Marka
dengan:
- Ma antrean naik/turun antrean naik/turun
petunjuk/pembat |  penumpang. penumpang.
as antrean .
naik/turun untuk penunjuk jalan untuk penunjuk jalan
tuna bagi tuna
netra. netra.
S8
TOLAK UKUR
NO JENIS PELAYANAN URAIAN INDIKATOR
STASIUN KECIL STASIUN SEDANG STASIUN BESAR
- * Tersedia ine dari | + Tersedia Safety line dari
block untuk tepi peron atau PSD tepi peron atau PSD
penunjuk jalan (platform screen door). (platform screen door).
bagi penumpang
tuna netra.,
- Tersedia Sofety
line atau PSD
(platform screen
door).
8 z i Merupakan at . - Tersedia kanopi peron Tersedia kanopi peron « Untuk peron stasiun ruang
stasiun stasiun yang melindungi | * Kondisi dengan panjang dengan panjang tertutup pada siang hari
e g et lan menyesuaikan panjang menyesuaikan panjang tetap menjamin intensitas
st peronstasiun, yang bisa | peron stasiun, yang bisa cahaya minimal 200 fux.
iindungi melindungi Sesuai Standar SNI 2017.
dari panas dan hujan, dari panas dan hujan, « Dapat dipenuhi secara
dengan kondisi terang pada | dengan kondisiterang pada | bertahap.
siang dan malam hari. siang dan malam hari.
B 7. Assembly point | Area untuk penumpang | + Ketersediaan Tersedia minimal 1 | Tersedia minimal 1 (satu) | Tersedia minimal 1 (satu) | Luas titik berkumpul
(titik berkumpul) | dan lain - lain * Kondisi (satu) assembly point | assembly point area ditiap | assembly point area ditiap | menyesuaikan dengan
berkumpul apabila area di tiap stasiun iun yang ditunj i proporsi jumiah (jam
terjadi keadaan darurat yang dengan dengan tersibuk) di
dengan stasiun dan khusus stasiun
penanda/signage. atas (elevated) menyesuaikan
area

Tersedianya CCTV Tersedianya CCTV yang Tersedianya CCTV yang

yang merekam: merekam: merekam:

* Proses naik/turun * Proses naik/turun * Proses naik/turun
penumpang di penumpang di peron. penumpang di peron.
peron. + Proses penumpang + Proses penumpang

* Proses tasiun. stasiun.
masuk/keluar * Pergerakan orang di Area | + Pergerakan orang di Area
stasiun. Tidak bertiket; tiket;

Rekaman CCTV tersimpan
‘minimal 1 minggu dengan
resolusi berkualitas bagus dan
jelas.
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TOLAK UKUR
NO JENIS PELAYANAN URAIAN INDIKATOR
STASIUN KECIL STASIUN SEDANG STASIUN BESAR FETEAM
TR [~ raR WA | K iArea
AreaTidak bertiket | Bertiket. Bertiket
+ Pergerakan orang di
Area Bertiket
R b, Petugas Orang yang bertugas | + Ketersediaan + Tersedia petugas | + Tersedia petugas + Tersedia petugas Petugas pengamanan
keamanan menjaga keamanan, | * Jumiah dan dan mudah mudah dasar-dasar bela
ketertiban, dan mudah dilihat diihat. diihat ) .
ke i * Minimal 1 (satu) + Minimal 6 (enam) orang | * Minimal 9 (sembilan) péciibun antica bin Borgt
oorang dan dan penempatan orang dan penempatan
penggura jssa i penempatan disesuaikan dengan disesuaikan dengan PRRATAR,
stasiun, serta N fash ot Etasin
membantu penumpang kondisi stasiun. tongkat pemulad, HT i,
dengan kebutuhan
khusus
R ¢ Informasi Informasi yang + Ketersediaan Tersedia stiker yang | Tersedia stiker yang mudah | Tersedia stiker yang mudah
gangguan disampaikan kepada * Bersifat Informatif ‘mudah terlihat dan terlihat dan jelas terbaca terlihat dan jelas terbaca
keamanan peiiioang pabhs jelas terbaca dengan | dengan pewvebllm\ N dengan penyebaran
luas stasiun, [
erciapet aogpen menyesuaikanluas | yang berisiinformasi yang berisi informasi
keamanan. stasiun, yang berisi tentang No Telp/HP: tentang No Telp/HP:
informasi tentang No | + Polsek/Polres setempat |+ Polsek/Polres setempat
Telp/HP: dan/atau dan/atau
« Polsek/Polres + Coll center « Callcenter
setempat dan/atau
* Call center
R . Lampu penerangan | Berfungsi sebagai + Intensitas cahaya Tersedia lampu Tersedia lampu Tersedia lampu ngan stand:
sumber cahaya di * Luas Ruangan d d y
Stashi Gt Tobiroitas calioys minimal 200 lux. untuk area | minimal 200 lux. untuk area | SNI12017
memberikan rasa aman minimal 200 ux. untuk_ | YOI P
bagi pengguna jasa area publik
-20-
TOLAK UKUR
NO JENIS PELAYANAN URAIAN INDIKATOR
STASIUN KECIL STASIUN SEDANG STASIUN BESAR SETERAOAN
R 3. Layanan Penjualan dan + Ketersediaan + Tersedia loket tiket | + Tersedia loket tiket + Tersedia loket tiket Untuk kereta api perkotaan,
penjualan tiket | penukaran tiket Kereta | * Jumlah manual dan/atau manual dan/atau vending manual dan/atau vending | tidak perlu informasi ada/tidak
2 * Kecepatan Pelayanan |  vending machine ‘machine serta papan machine serta papan s R
serta papan informasi tata cara informasi tata cara
informasitata cara | pembelian dan top-up. pembelian dan top-up.
pembelian dan top- | * Layanan penjualan tiket | + Layanan penjualan
up. ‘manual maksimum 180 ‘manual tiket maksimurm
« Layanan penjualan | detik per transaksi 180 detik per transaksi
tiket manual « Tersedia informasi « Tersedia informasi
maksimum 180 adaftidak adanya tempat |  ada/tidak adanya tempat
detik per transaksi duduk untuk seluruh duduk untuk seluruh
* Tersedia informasi Kelas KA Kelas KA
ada/tidak adanya
tempat duduk untuk
seluruh kelas KA
B b Informasi Jadwal | Papan Jadwal Operasi | + Ketersediaan + Tersedia Peta + Tersedia Peta Jadwal + Tersedia Peta Jadwal Papan informasi, minimal
Operasi dan dan Peta Jaringan + Kondisi Jadwal Operasidan |  Operasi dan Peta i dan Peta
PetaJaringan | pejayanan KeretaApi | * Akurasi nformasi Peta Jaringan Jaringan Pelayanan Jaringan Pelayanan St
Pelayanan Pelayanan Kereta Kereta Api, yangmudah |  Kereta Api, yang mudah
Kereta Api Api, yang mudah terbaca; terbaca;
terbaca; + Petaterpasangdiarea | * Peta terpasang di area
+ Peta terpasang di tidak bertiket dan area tidak bertiket dan area
area tidak bertiket bertiket bertiket
dan area bertiket
B ¢ informasi « informasitentang | + Ketersediaan + Tersedia informasi | + Tersedia informasi « Tersedia Informasi
Kedatangan waktu kedatangan | * Terbaca (visual)dan |  dengan pengeras dengan pengeras suara di | dengan display dan/atau
Kereta dan Kereta api terdengar jelas suara di peron Pperon stasiun untuk Running Text, yang berisi
Gangguan berikutnya (audio) stasiun untuk informasi informasi informasi kedatangan
Perjalanan « Akurasi Informasi informasi informasi | kedatangan Kereta api Kereta api berikutnya
kedatangan Kereta berikutnya serta serta gangguan
api berikutnya serta | _gangguan perjalanan perjalanan yang terjadi.
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